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ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the effect of religiosity, taxpayer
awareness, tax knowledge, tax sanction, subjective norms, and behavioral control
on motor vehicle taxpayer compliance in Ngawi regency. The sample in this study
amounted to 102 respondents and data collection using a questionnaire method.
Data processing was conducted using SmartPLS 4 software version 4.1.1.4. The
result of this study indicates that taxpayer awareness has a positive and significant
effect on motor vehicle taxpayer compliance. While religiosity, tax knowledge, tax
sanction, subjective norms, and behavioral control had no effect on motor vehicle
taxpayer compliance.

Keywords: Religiosity, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanction,
Subjective Norms, Behavioral Control, Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh
religiusitas, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, norma
subjektif, dan kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
di Kabupaten Ngawi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 102 responden dan
pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Pengolahan data dilakukan
menggunakan software SmartPLS 4 versi 4.1.1.4. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan religiusitas, pengetahuan
pajak, sanksi pajak, norma subjektif, dan kontrol perilaku tidak memiliki pengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi
Pajak, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku, Kepatuhan Wajib Pajak
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1.1

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Tidak hanya sebatas sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga
merupakan instrumen utama dalam mempertahankan keberlangsungan
perekonomian negara. Dilansir dari website Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
di pajak.go.id, kurang lebih 70% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) tahun 2024 berasal dari penerimaan pajak (Horisin, 2024).
Hasil pajak yang diterima negara nantinya digunakan untuk mendukung
berbagai program dan kegiatan pemerintah mulai dari pembangunan
infrastruktur hingga penyediaan layanan publik yang merata. Salah satu
wujud nyata hasil pembangunan infrastruktur yang telah terealisasikan
adalah pembangunan jalan tol. Adanya pembangunan jalan tol ini sebagai
upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan daya saing
(competitiveness) dengan negara-negara lain di berbagai sektor.

Jika pembangunan infrastruktur dilakukan secara optimal, maka
akan memberikan manfaat jangka panjang bagi suatu negara. Mengapa
demikian? karena hal itu dapat merangsang pertumbuhan ekonomi secara
berkelanjutan dan juga meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat.
Dari uraian diatas, satu hal yang perlu digaris bawahi adalah pajak memiliki
peran penting untuk menciptakan pemerataan pembangunan di Indonesia.
Tanpa adanya pajak, pemerintah akan sulit menjalankan program

pembangunan nasional yang efisien dan efektif sampai pada akhirnya harus



menghadapi tantangan dan risiko seperti menurunnya pendapatan negara.
Maka dari itu, kontribusi Kita sebagai warga negara yang baik adalah dengan
membayar pajak. Keterlibatan masyarakat dalam membayar pajak sudah
menjadi bentuk tanggung jawab sosial untuk memajukan kesejahteraan
rakyat dan pembangunan bangsa.

Sesuai Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun
2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2007), artian
pajak adalah pemberian wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak memperoleh
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan lembaga pemungutnya,
pajak dikategorikan menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah.
Pajak pusat dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat
Jenderal Pajak (DJP). Hasil pungutan pajak jenis ini digunakan untuk
mendanai pengeluaran pemerintah pusat yang tercakup dalam APBN.
Sementara, pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota dan hasilnya digunakan untuk mendanai
pengeluaran pemerintah daerah yang tercakup dalam APBD.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (2009), pada Bab 2 Pasal 4 Ayat (2) dijelaskan
bahwa wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan

yang memiliki kendaraan bermotor. Berdasarkan data Electronic



Registration Identification (ERI) korlantas polri per 3 Mei 2025, wilayah
yang paling mendominasi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di
Indonesia yaitu ada di provinsi Jawa Timur dengan total 26,2 juta unit atau
sekitar 15,5% dari total kepemilikan kendaraan bermotor nasional (Polri,
2025). Dari jumlah tersebut, pertumbuhan kendaraan paling banyak berada
di Kota Surabaya (3,8 juta unit), disusul Sidoarjo (1,7 juta unit), dan Malang
(1,4 juta unit).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa
Timur M Yasin mengatakan bahwa penerimaan pajak menjadi kontributor
besar bagi pendapatan daerah, salah satunya itu bersumber dari pajak
kendaraan bermotor (PKB) yang menyumbang 50,5% penerimaan pajak di
Jawa Timur (Asmarani, 2025).

Berdasarkan data yang diperoleh dari website Pemerintah Kabupaten
Ngawi, jumlah PAD Pemerintah Kabupaten Ngawi dari tahun 2022-2024
terjadi fluktuatif (PPID, n.d.)(Ngawikab, 2025). Dilihat pada tabel 1.1,
sumber pendorong pendapatan pemerintah Kabupaten Ngawi juga berasal
dari penerimaan pajak daerah. Hal ini membuktikan bahwa pajak memiliki

peran yang krusial bagi stabilitas perekonomian negara atau daerah.



Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Ngawi

Realisasi Pendapatan Pemerintah

Jenis Pendapatan Kabupaten Ngawi
2022 2023 2024
Pendapatan Asli daerah
(PAD) 309 M 308 M 330 M
Pajak Daerah 76 M 9B M 9 M
Retribusi Daerah 10 M 11M 15M
Jumlah 395 M 414 M 444 M

Sumber: https://ppid.kabngawi.id dan https://ngawikab.go.id/

Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartika melalui redaksi Radio
Republik Indonesia (RRI) pada 21 November 2024 mengatakan bahwa
penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) itu sangat bersandar pada
tingkat pertambahan jumlah kendaraan bermotor (Fadilah, 2024).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa
Timur, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi dari tahun 2022-
2024 terus mengalami kenaikan yang signifikan (BPS, 2025). Pada tabel 1.2
disajikan jumlah unit kendaraan bermotor berdasarkan jenis kendaraan.

Tabel 1. 2 Jumlah Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Ngawi

Jumlah Kendaraan bermotor

Jenis Kendaraan (Unit)
2022 2023 2024
Mobil Penumpang 24.957 226.456  226.960
Bus 328 1.180 1.191
Truk 6.929 9.937 24.440
Sepeda Motor 287.438 339.035 413.826
Jumlah 319.652 576.608 666.417

Sumber: https://jatim.bps.go.id/
Berdasarkan tabel 1.2 diatas, jumlah kendaraan di Kabupaten Ngawi

pada tahun 2022-2023 mengalami lonjakan yang tinggi mencapai sekitar


https://ppid.kabngawi.id/

200 ribu unit kendaraan, kemudian di tahun 2023-2024 juga mengalami
peningkatan cukup signifikan mencapai 90 ribu unit kendaraan bermotor.
Meskipun angka pendapatan pemerintah Kabupaten Ngawi dan angka
kepemilikan kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi masih tergolong
tinggi, namun dalam pelaksanaannya menurut Kantor Samsat Kabupaten
Ngawi telah mencatat sebanyak 41.250 penunggak pajak kendaraan
bermotor (PKB) (Prasetya, 2024). Dengan artian bahwa tiap tahun terdapat
15% kecenderungan tidak disiplin membayar pajak. Hal itu menunjukkan
bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Ngawi dalam membayar pajak perlu
ditingkatkan.

Menurut Kowel et al. (2019) menyatakan bahwa kepatuhan wajib
pajak sebagai bentuk sediaan maupun kesadaran individu untuk mendorong
pelaksanaan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor antara lain: religiusitas, kesadaran wajib pajak, pengetahuan
pajak, sanksi pajak, norma subjektif dan kontrol perilaku.

Faktor pertama yang dapat mengukur tingkat kepatuhan manusia
adalah religiusitas. Religiusitas adalah suatu ekspresi dari cara pandang
spiritual seseorang yang mengacu pada sistem keyakinan, nilai, norma, dan
ritual (Kaye & Raghavan, 2002). Sedangkan, menurut Driyarkara dalam
(Alwi, 2014) religiusitas berasal dari kata “religion” atau “religi” (latin:
religure) yang berarti pengikatan diri atau hubungan yang mengikat antara

diri manusia dengan Tuhan. Orang yang lebih religius cenderung akan lebih



banyak berbuat kebaikan dan patuh terhadap segala aturan, tidak hanya
hukum yang dibuat dari Tuhan, melainkan juga hukum yang berlaku di
kehidupan masyarakat (Pratama, 2017).

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang dapat
mengetahui atau mengerti mengenai perpajakan tanpa adanya paksaan dari
pihak lain (Ummah, 2015). Rasa kesadaran wajib pajak ini dapat timbul
karena berbagai kondisi, baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal
yaitu kemauan dari dalam wajib pajak itu sendiri, sedangkan sisi eksternal
dapat terjadi akibat penilaian atau pandangan positif masyarakat terhadap
pemerintah sebagai pemegang kebijakan (regulator), penggerak
(dinamisator), dan fasilitator.

Ada lima indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan pajak yaitu
pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak, peraturan pajak,
pendaftaran sebagai wajib pajak, tata cara pembayaran pajak, dan tarif pajak
(Hartini & Sopian, 2018). Memadainya pengetahuan pajak memungkinkan
wajib pajak untuk memperluas wawasan mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan pajak. Pengetahuan pajak ini penting karena sebagai salah satu
pondasi bagi kesadaran wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

Selain religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan tentang
pajak, sanksi pajak juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap
kepatuhan seorang wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar
pajak. Sanksi pajak ada dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi

pidana. Sanksi pajak berlaku apabila seorang wajib pajak melakukan



pelanggaran seperti keterlambatan pembayaran pajak (Hantono & Sianturi,
2021). Menurut Simanjuntak di dalam (Syafira & Nasution, 2021) indikator
sanksi perpajakan dapat diukur melalui ketepatan dan keadilan penerapan
sanksinya. Jika penerapan sanksi pajak tidak berjalan dengan tepat dan
profesional, hal itu dapat mengakibatkan rasa keadilan bagi wajib pajak
akan luntur. Selain itu, dampak terburuknya yaitu wajib pajak melakukan
penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya adalah norma subjektif dan kontrol perilaku.
Kedua faktor ini termasuk ke dalam teori perilaku terencana (Theory of
Planned Behavior). Norma subjektif ditentukan oleh tekanan sosial yang
dirasakan dari orang lain agar suatu individu berperilaku dengan cara
tertentu dan motivasi mereka untuk mematuhi pandangan orang-orang
tersebut (Ham et al., 2015). Dengan kata lain, norma subjektif ini
memengaruhi pengambilan keputusan individu, untuk melakukan atau tidak
melakukan suatu tindakan.

Kemudian, menurut (Li et al., 2023) kontrol perilaku yang dirasakan
adalah kemudahan atau kesulitan yang dirasakan individu dalam mencapai
perilaku tertentu berdasarkan pengalaman, ketersediaan sumber daya dan
kemampuan yang dimiliki. Maka dari itu, kuat atau tidaknya keyakinan
seseorang atas kemampuannya untuk menjalankan suatu tindakan otomatis
akan memengaruhi besarnya niat seseorang untuk menjalankannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan menggunakan

lokasi penelitian yang berbeda untuk mengetahui adanya GAP antara lokasi
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penulis dengan lokasi peneliti sebelumnya dan mengkaji kembali variabel-
variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
seperti Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan pajak, Sanksi
pajak, Norma subjektif, dan Kontrol Perilaku. Dengan demikian, penulis
ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Religiusitas,
Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Norma
Subjektif dan Kontrol perilaku terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ngawi.”
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi?
3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi?
5. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi?
6. Apakah kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi?
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1.4

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten
Ngawi

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten
Ngawi

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh norma subjektif terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kontrol perilaku terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi

Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti:
Manfaat penelitian bagi penulis adalah dapat dimanfaatkan sebagai
bahan pengkajian mendalam dan membantu peneliti untuk
mengimplementasikan teori dan konsep yang telah diperoleh dalam

kehidupan sehari-hari.
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2. Bagi Wajib Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib
pajak dan juga menambah pemahaman atau kesadaran wajib pajak
mengenai ketentuan perpajakan khususnya dalam kewajiban membayar
pajak.
3. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi maupun
bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan
metode-metode penelitian yang lebih baik terutama berhubungan dengan
bidang penelitian sejenis.
Sistematika Penulisan
Penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima (5) bab yang tersusun
secara sistematis. Berikut adalah penjelasan mengenai susunan bab pada
penelitian ini, diantaranya yaitu:
BAB I: PENDAHULUAN
Bab ini menjabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II: KAJIAN PUSTAKA
Bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang digunakan untuk
menganalisis masalah yang akan diteliti, penelitian terdahulu, hipotesis

penelitian, dan kerangka penelitian.
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BAB IlI: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai populasi dan sampel, jenis dan
sumber data, teknik pengumpulan data baik langsung maupun tidak
langsung, definisi dan pengukuran variabel, serta metode analisis yang
digunakan.
BAB 1V: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis data yang telah diperoleh dan
selanjutnya diinterpretasikan untuk menyampaikan maksud dan
pemahaman yang menyeluruh.
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat ringkasan padat atau intisarinya berdasarkan pada
hasil temuan di bab sebelumnya. Kemudian, saran untuk memberikan
usulan bagi peneliti selanjutnya agar penelitian di kemudian hari dapat lebih

baik lagi.
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2.1

BAB |1

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku Terencana/ Theory of Planned Behaviour (TPB)

Pada tahun 1985, Icek Ajzen mengusulkan bahwa teori tindakan
beralasan (Theory of Reasoned Action/TRA) yang dikembangkannya
bersama Martin Fishbein perlu mengalami pembaruan (Ajzen, 1985). Hal
tersebut dikarenakan teori tindakan beralasan (TRA) dinilai masih terdapat
keterbatasan dalam memprediksi suatu perilaku seseorang. Sejak saat itulah
dengan berbagai macam uji penelitian dan perluasan konsep, akhirnya TRA
terus dikembangkan hingga menjadi teori perilaku terencana (Theory of
Planned Behavior/TPB).

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan salah satu teori
psikologi sosial yang populer dalam pengukuran untuk menentukan aspek-
aspek apa saja yang memengaruhi intention (niat) dan perilaku individu.
Perbedaan TPB dengan teori sebelumnya adalah dengan memasukkan
tambahan kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavioral control).
Semakin kuat kehendak atau keinginan seseorang, maka semakin besar pula
kemungkinan orang tersebut untuk berperilaku (Ajzen, 1991).

Untuk menelaah lebih lanjut mengenai Theory of Planned Behavior
(TPB) perlu mengerti tiga determinan utama yang menentukan intensi
berperilaku vyaitu: sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang

dirasakan (Ajzen & Fishbein, 2005).
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Gambar 2. 1 Theory of Planned Behavior
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Sumber: (Ajzen, 1991)
Kemudian, hasil perluasan teori yang dilakukan oleh Icek Ajzen
dapat di lihat pada gambar di bawabh ini:

Gambar 2. 2 Theory of Planned Behavior yang Dikembangkan
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Berdasarkan teori tindakan terencana (TPB), tingkah laku seseorang
memperhitungkan tiga hal keyakinan (Bosnjak et al., 2020) yakni:

a. Keyakinan perilaku (behavioral belief) adalah keyakinan mengenai
kemungkinan adanya konsekuensi yang positif atau negatif dari sebuah
tingkah laku. Jika individu telah yakin secara positif tentang suatu
tingkah laku, maka sikap yang terbentuk akan membawa keuntungan
terhadap tingkah laku dan sebaliknya.

b. Keyakinan normatif (normative belief) adalah keyakinan yang
membentuk norma subjektif. Keyakinan ini berkaitan dengan harapan
normatif dari orang lain sehingga menciptakan desakan sosial yang
dirasakan oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan
perilaku.

c. Keyakinan kontrol (control belief) adalah keyakinan yang membentuk
kontrol perilaku yang dirasakan atau efikasi diri. Keyakinan ini dapat
memberikan motivasi kepada individu, apabila di sekitarnya banyak

faktor-faktor yang mendukungnya.

2.1.2 Pajak
Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. yang
dikutip oleh Ariffin & Sitabuana (2022) menyatakan bahwa: “Pajak adalah
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum.”
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Menurut Mustagiem (2014), pajak memiliki empat fungsi yang
terdiri atas:
a. Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pajak berfungsi untuk membiayai yang berkaitan dengan pembangunan
dan pengeluaran rutin negara seperti belanja pegawai, belanja barang,
pemeliharaan dan lain sebagainya.
b. Fungsi Mengatur (regulerend)
Adanya kebijaksanaan pajak, pertumbuhan ekonomi dapat diatur oleh
pemerintah secara efektif. Hal itu bertujuan untuk mendorong
penanaman modal dengan cara memberikan keringanan pajak. Selain itu,
juga melindungi industri lokal melalui penetapan tarif bea cukai yang
tinggi atas barang impor.
c. Fungsi Stabilitas
Penerapan pajak dapat mendukung kebijakan pemerintah guna
tercapainya stabilitas perekonomian negara seperti terkendalinya inflasi.
d. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara akan dialokasikan untuk
membiayai seluruh kepentingan umum. Pendistribusian pendapatan yang
merata kepada masyarakat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup
bagi seseorang yang berhak menerimanya dan juga mengurangi

kesenjangan sosial antar masyarakat.
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Pada abad ke-18, seorang pelopor ilmu ekonomi modern yaitu John
Adam Smith (1723-1790) dalam karya bukunya yang berjudul An Inquiry
into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (dikenal sebagai the
wealth of nations) menguraikan empat prinsip “four maxims” pada pajak
secara umum (Smith, 2005):
a. Equality (Keseimbangan atau keadilan)
Prinsip keadilan dalam penerapan pajak artinya negara sebagai pemungut
pajak harus berlaku adil dalam melakukan pemungutan kepada setiap
wajib pajak sesuai atas kemampuan (penghasilan) yang diperolehnya.
Dengan artian, besarnya beban (tarif) pajak yang dikenakan tergantung
pada tingkat kemampuan ekonomis wajib pajak.
b. Certainty (Kepastian hukum)
Prinsip kepastian dalam penerapan pajak artinya pajak yang wajib
dibayarkan oleh setiap orang harus jelas dan pasti serta tidak boleh
dilakukan secara sewenang-wenang. Pemungutan pajak harus didasarkan
pada undang-undang, sehingga apabila terjadi pelanggaran otomatis akan
dikenai sanksi yang berlaku. Selain itu, adanya payung hukum pada pajak
agar meminimalisir terjadinya kesalahan dalam hal tata kelola
administrasi perpajakan.
c. Convenience of payment (Tepat waktu)
Pemungutan pajak harus dilakukan pada waktu yang tepat, yakni ketika

wajib pajak dalam kondisi yang paling memungkinkan untuk membayar
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atau sedapat mungkin mengambil waktu berdekatan dengan diterimanya
penghasilan yang bersangkutan.

d. Efisiensi (Hemat)
Prinsip efisiensi dalam penerapan pajak artinya menekan biaya
pemungutan pajak dengan sebaik-baiknya sehingga tidak melebihi hasil
pemungutan pajaknya.

Sementara menurut Waluyo dalam (Khalimi & Prawira, 2022)

terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, antara lain:

a. Official Assessment System
Pada sistem ini yang berperan aktif adalah aparat institusi perpajakan.
Disini wajib pajak hanya bersifat pasif dan pemerintah (fiscus) memiliki
hak absolut untuk memutuskan besarnya pajak yang wajib dibayarkan
oleh WP.

b. Self-Assessment System (SAS)
Pada sistem ini wajib pajak secara mandiri menentukan besar kecilnya
nominal pajak yang terutang dan juga secara aktif melaksanakan kegiatan
perpajakannya seperti menghitung, menyetor hingga melaporkan pajak
yang terutang. Jadi, dapat dikatakan keterlibatan fiscus hanya sekadar
sebagai pengawas.

c¢. Withholding System
Kebalikan dari dua sistem pemungutan pajak di atas, bukan fiskus dan
bukan wajib pajak, melainkan pihak ketiga yang cenderung paling aktif

dalam menentukan besarnya pajak terutang.
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2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun
2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2023), pada Pasal 1 Ayat
(15) menjelaskan bahwa kendaraan bermotor adalah seluruh kendaraan
beroda bersamaan dengan gandengannya dan dapat dioperasikan melalui
jalur darat maupun air menurut sumber penggeraknya. Pajak Kendaraan
Bermotor atau disingkat (PKB) merupakan salah satu jenis pajak yang
dipungut oleh daerah dan akan dikenakan bagi orang pribadi atau badan
yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Kemudian, pada Bab 2 bagian kedua Pasal 7 Ayat (1) Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (2023) ditetapkannya tarif PKB dengan rincian
sebagai berikut:

a. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,2% (satu
koma dua persen)

b. Bagi kepemilikan kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum,
angkutan sekolah, angkutan karyawan, ambulans, lembaga sosial dan
keagamaan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah, dan
pemerintah daerah sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

Selanjutnya, pada Bab 2 bagian kedua Pasal 8 Ayat (1) Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah

Dan Retribusi Daerah (2023) dijelaskan bahwa untuk kepemilikan

kendaraan bermotor kedua dan seterusnya baik itu roda 2 (dua) hingga roda
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4 (empat) dengan volume silinder 250cc atau lebih akan dikenakan tarif
pajak progresif. Pajak progresif adalah pajak yang metode atau sistem
pemungutannya dengan memperbesar nilai persentase kena pajak yang
harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Meningkatnya tarif pajak
jenis ini diiringi dengan peningkatan kuantitas atau nilai objek pajak
(Danarsi et al., 2017).

Berikutnya, di Pasal 8 Ayat (2) juga diuraikan bahwa tarif pajak
progresif yang dimaksud pada Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,
(2023) yaitu sebesar:

a. Kepemilikan kedua sebesar 1,7% (satu koma tujuh persen)

b. Kepemilikan ketiga sebesar 2,2% (dua koma dua persen)

c. Kepemilikan keempat sebesar 2,7% (dua koma tujuh persen)

d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,2% (tiga koma dua

persen)

2.1.4 Kepatuhan Pajak
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berasal
dari kata dasar “patuh” yang berarti taat (pada perintah, aturan, dan
sebagainya). Dalam konteks perpajakan, korelasi antara kepatuhan dan
pajak ini sangat begitu erat. Kepatuhan diartikan sebagai ketaatan terhadap
peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Peran pejabat ini
sebagai pengawas terhadap segala tindakan setiap individu. Sikap atau

perilaku kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan yang berlaku
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merupakan sebuah wujud dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Suatu
kepatuhan tercermin dari tinggi rendahnya tingkat kepercayaan publik
terhadap pemerintah (Widaningrum, 2017).

Kepatuhan pajak (tax compliance) terbagi menjadi dua macam,
yaitu: kepatuhan formal dan kepatuhan material (Agun et al., 2022).
Kepatuhan secara administratif atau formal adalah mengukur seberapa jauh
tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) terhadap ketentuan-ketentuan
prosedural maupun administratif perpajakan. Sedangkan, kepatuhan secara
teknis atau material mencakup lebih luas seperti tahapan kegiatan uji
kepatuhan wajib pajak (WP) dalam melaporkan dan membayar pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
209/PMK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (2021) memuat beberapa
kriteria kepatuhan wajib pajak. Kriteria tersebut yaitu pelaporan surat
pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu, tidak memiliki tunggakan atas
segala jenis pajak, pengauditan laporan keuangan oleh akuntan publik atau
lembaga pengawasan keuangan pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) selama kurun waktu 3 tahun berturut-turut, dan tidak
pernah melakukan tindak pidana pajak. Wajib pajak yang sesuai dengan
kriteria dan indikator di atas adalah kategori wajib pajak yang patuh

(Nugraheni et al., 2021).
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2.1.5 Religiusitas

Pada sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”
menekankan nilai religiusitas di dalamnya. Sila tersebut menegaskan bahwa
setiap warga negara Indonesia harus mengakui dan mempercayai
keberadaan Tuhan sebagai sumber dari segala kehidupan. Tidak hanya
sekadar menyatakan keyakinan terhadap Tuhan, nilai religiusitas atau nilai-
nilai keagamaan ini juga menjadi dasar pedoman hidup untuk berperilaku
baik dan menghindari tindakan yang dilarang oleh agama.

Ada 5 (lima) dimensi atau aspek religiusitas yaitu: keyakinan,
praktik, pengetahuan, pengalaman, dan konsekuensi (Glock & Stark, 1968).
1. Dimensi keyakinan (belief), adalah dimensi yang didasari oleh harapan

bahwa setiap agama memiliki seperangkat keyakinan untuk ditaati oleh
para penganutnya.

2. Dimensi praktik (practice), adalah dimensi yang mencakup pada ritual
dan menjalankan praktik keagamaan. Dalam Islam seperti menunaikan
ibadah shalat lima waktu, zakat, puasa, haji, dan lain-lain.

3. Dimensi pengalaman (experience), adalah dimensi yang berhubungan
dengan pengalaman atau perasaan kedekatan dengan Tuhan.

4. Dimensi pengetahuan (knowledge), adalah dimensi yang mengacu pada
tingkat pengetahuan atau pemahaman seseorang tentang ajaran agama

yang mereka anut.
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5. Dimensi konsekuensi (consequences), adalah dimensi yang mengacu
pada dampak komitmen seseorang terhadap ajaran agama di kehidupan
sehari-hari.

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan kemampuan individu dalam mengenali dan
memahami segala bentuk tanggung jawabnya kepada diri sendiri, orang lain
dan lingkungan. Tanggung jawab adalah manifestasi kesadaran akan
kewajiban. Sementara pajak adalah bentuk kontribusi wajib rakyat atau
badan kepada negara guna mewujudkan kelangsungan ekonomi suatu
negara yang kondusif.

Jadi, dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan suatu
keadaan dimana wajib pajak dapat mengetahui, memahami dan
melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar agar
menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif bagi negara. Seseorang
yang tanpa pemahaman dan tidak melaksanakan ketentuan peraturan
perpajakan berarti kesadaran hukum atau kepedulian pajak orang tersebut

masih tergolong rendah (Indah & Setiawan, 2020).

2.1.7 Pengetahuan Pajak
Pengetahuan pajak yang spesifik adalah gabungan informasi dari
peraturan pajak dan pengetahuan keuangan. Pengetahuan pajak yang
dikelola dengan baik akan meningkatkan sikap pajak sekaligus kepatuhan
pajak serta kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak juga

semakin berkurang (Eriksen & Fallan, 1996).
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Pengetahuan wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak
mengetahui seputar perpajakan. Dengan menerapkan pengetahuan yang
telah diperoleh, dapat membantu wajib pajak untuk membayar pajak.
Pengetahuan wajib pajak yang dimaksud adalah paham tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang salah empatnya membahas
mengenai kewajiban menyampaikan atau melaporkan Surat Pemberitahuan
(SPT) dengan benar, pembayaran pajak terutang, batas waktu pembayaran
pajak hingga sanksi dan denda atas pelanggaran pajak (Zaikin et al., 2023)

Adapun, tiga elemen utama terkait pengetahuan pajak yaitu:
pengetahuan umum pajak (general tax knowledge); pengetahuan pajak
prosedural (procedural tax knowledge); dan pengetahuan pajak legal (legal
tax knowledge) (Bornman & Ramutumbu, 2019)

a. Pengetahuan umum pajak mencakup pemahaman mengenai tujuan
strategi kebijakan fiskal pemerintah, posisi keuangan pribadi dan
dampak pajak terhadap keuangan pribadi (literasi keuangan)

b. Pengetahuan pajak prosedural mengacu pada pemahaman tentang
prosedur kepatuhan pajak (secara aktif menjalin komunikasi dengan
otoritas pajak terkait dan menyimpan catatan atau dokumen pajak).

c. Pengetahuan pajak legal mencakup pemahaman yang luas mengenai
undang-undang pajak baik pada tingkat konseptual (memiliki
kesadaran tinggi tentang terminologi hukum di tengah kompleksitasnya
peraturan perundang-undangan pajak dan mampu membedakan

berbagai konsep perpajakan) maupun pada tingkat teknis
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(mengaplikasikan pengetahuan pajak legal ke dalam situasi yang nyata

dan melaksanakan kewajiban pajak).

2.1.8 Sanksi Pajak

Secara umum, ketentuan tentang pemberian sanksi pajak telah diatur
di dalam undang-undang perpajakan. Pemberian sanksi pajak merupakan
suatu keputusan yang tepat bagi siapa saja wajib pajak yang terbukti
melanggar kewajibannya dalam membayar pajak. Sanksi pajak terdiri dari
dua jenis yaitu: sanksi administratif (berupa denda, bunga, dan kenaikan);
sanksi pidana (berupa denda, pidana penjara, dan pidana kurungan) (Sitepu
& Muhasan, 2022).

Sanksi perpajakan berperan sebagai mekanisme kendali untuk
mengatur wajib pajak agar tetap memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kebijakan pengenaan sanksi pajak bertujuan untuk memperbaiki perilaku
wajib pajak menjadi lebih baik, meningkatkan kesadaran wajib pajak akan
hak dan kewajibannya, dan memberikan efek jera (deterrent effect) bagi

wajib pajak (Mubarok et al., 2020).

2.1.9 Norma Subjektif
Secara konseptual independen terdapat 3 (tiga) penentu niat
berdasarkan teori perilaku terencana (TPB) dan salah satunya adalah norma
subjektif (subjective norm). Faktor sosial yang disebut juga norma subjektif
ini mengacu pada desakan atau tekanan sosial yang dirasakan untuk

menjalankan atau tidak menjalankan suatu perilaku.
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Norma subjektif terbentuk dari keyakinan normatif (normative
belief). Keyakinan ini berkaitan dengan kepercayaan seseorang bahwa
orang atau sekelompok orang yang dipandang penting menyetujui atau tidak
menyetujui dalam pelaksanaan perilaku tertentu (Ajzen, 1991). Keyakinan
normatif ini dapat dipengaruhi dari lingkungan sosialnya seperti keluarga,
sahabat, rekan kerja, maupun budaya.

Maka dari itu, keyakinan normatif berperan dalam proses memilih
tindakan. Norma subjektif merefleksikan bahwa kekuatan sosial
memengaruhi sikap atau tingkah laku individu. Untuk memahami dan
memprediksi niat serta perilaku seseorang, penting untuk mengetahui

bagaimana seseorang memandang tekanan sosial (Nickell & Hinsz, 2023).

2.1.10 Kontrol Perilaku

Persepsi kontrol perilaku atau disebut juga dengan kontrol perilaku
adalah hasil penambahan dari perluasan teori tindakan beralasan menjadi
teori perilaku terencana. Salah satu komponen dalam TPB ini merujuk pada
persepsi individu mengenai sebagaimana mudah atau sulitnya untuk
mewujudkan perilaku yang diharapkan.

Menurut (Ajzen, 1991); (Fishbein & Ajzen, 2010) kontrol perilaku
didasarkan pada pertimbangan ketersediaan informasi, keterampilan,
peluang, pengalaman masa lalu, dan sumber daya lain yang dibutuhkan
untuk menjalankan perilaku serta kemungkinan mengatasi hambatan dan
rintangan. Besarnya kontrol perilaku yang dirasakan dapat menguatkan niat

untuk menjalankan perilaku tersebut.
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Konsepsi lain yang mirip dengan persepsi kontrol perilaku adalah
konsepsi efikasi diri (self-efficacy) yang dikemukakan oleh Albert Bandura.
Menurut (Bandura, 1978) efikasi diri tidak hanya sebagai prediktor
keberhasilan atas keterampilan, melainkan juga kepercayaan kuat individu
pada kemampuannya untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang

tingkat kesulitan dan ancamannya bervariasi.
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2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No. Judul Penelitian Variabel Penelitian Populasi Hasil Penelitian

1 | (Alietal., 2017) Variabel Independen: Wajib pajak orang Religiusitas memiliki pengaruh
A cross cultural study of Religiusitas pribadi di Malaysia signifikan terhadap kepatuhan
religiosity and tax Variabel Dependen: dan Turki pajak di kedua negara tersebut
compliance attitudes in Kepatuhan pajak di
Malaysia and Turkey Malaysia dan Turki

2 | (Faridzi et al., 2022) Variabel Independen: 398 UMKM di Secara parsial tingkat pemahaman
Pengaruh Pemahaman dan Tingkat pemahaman, Kecamatan Sukarame | dan religiusitas sama-sama
Religiusitas Terhadap religiusitas memiliki pengaruh positif
Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Dependen: signifikan terhadap kepatuhan
UMKM Dalam Membayar Kepatuhan wajib pajak wajib pajak UMKM dalam
Pajak PP 23 Tahun 2018 UMKM dalam membayar pajak PP 23 Tahun
(Studi UMKM Kecamatan membayar pajak PP 23 2018
Sukarame) Tahun 2018

3 | (Saputri & Anisa, 2020) Variabel Independen: Wajib pajak Kesadaran wajib pajak, sanksi
Pengaruh Kesadaran Wajib Kesadaran wajib pajak, kendaraan bermotor pajak, dan sistem samsat drive
Pajak, Sanksi Pajak dan sanksi pajak, samsat yang terdaftar di thru secara simultan memiliki
Sistem Samsat Drive Thru drive thru system Kantor Samsat Bandar | pengaruh positif terhadap
Terhadap Kepatuhan Wajib Variabel Dependen: Lampung kepatuhan wajib pajak
Pajak Dalam Membayar
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No. Judul Penelitian Variabel Penelitian Populasi Hasil Penelitian
Pajak Kendaraan Bermotor Kepatuhan wajib pajak
Pada Kantor Samsat Bandar
Lampung
4 (Sak!Jra & Rachman, 2021) | Variabel Indepen(_jen: Wajib pajak_ e Pengetahuan perpajakan,
Ana_l_lsa Pfengaruh Kepatuhan Pengetahuan perpajakan, | kendaraan di N kualitas pelayanan memiliki
Wajib Pajak Kendaraan k_ualltas pelayanan, Kabupaten Wonogiri pengaruh signifikan pada
Bermot'or Kabupaten tmgka}t pendgpatan, kepatuhan wajib pajak
Wonogiri sank.5| perpajakan kendaraan bermotor
Variabel Dependen:
Kepatuhan wajib pajak e Tingkat pendapatan, sanksi
kendaraan bermotor perpajakan tidak memiliki
pengaruh pada kepatuhan
wajib pajak kendaraan
bermotor
5 | (Savitri et al., 2022) Variabel Independen: 465.713 pengguna Pengetahuan pajak dan aplikasi

Pengaruh Penggunaan
Aplikasi Sakpole dan
Pengetahuan Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak
(Studi Kasus Wajib Pajak

Aplikasi sakpole,
Pengetahuan pajak
Variabel Dependen:
Kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor di
Kota Semarang tahun
2019 (BPS Semarang)

sakpole memiliki pengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor Kota
Semarang
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No. Judul Penelitian Variabel Penelitian Populasi Hasil Penelitian
Kendaraan Bermotor Kota
Semarang)

6 | (Pranata & Nurmala, 2022) | Variabel Independen: 33.130 wajib pajak Kesadaran wajib pajak, sanksi
Pengaruh Kesadaran Wajib Kesadaran wajib pajak, kendaraan bermotor pajak, dan pemutihan pajak
Pajak, Sanksi, dan Pemutihan | sanksi pajak, pemutihan | Kota Palembang yang | berpengaruh positif signifikan
Terhadap Kepatuhan Wajib pajak terdaftar di Badan terhadap kepatuhan wajib pajak
Pajak Kendaraan Bermotor Variabel Dependen: Pendapatan Daerah kendaraan bermotor
(Studi pada Badan Kepatuhan wajib pajak Provinsi Sumatera
Pendapatan Daerah Provinsi | kendaraan bermotor Selatan
Sumatera Selatan)

7 | (A. Hamid et al., 2022) Variabel Independen: 7.635 wajib pajak di Secara simultan norma subjektif
Pengaruh Norma Subjektif Norma subjektif, kontrol | Kecamatan Lasusua dan kontrol perilaku memiliki
dan Kontrol Perilaku perilaku yang terdaftar di pengaruh positif signifikan
Terhadap Minat Kepatuhan Variabel Dependen: Kantor Pelayanan terhadap minat kepatuhan wajib
Wajib Pajak Kepatuhan wajib pajak Pajak dan Konsultasi | pajak pada Kantor Pelayanan

Perpajakan Kabupaten | Pajak dan Konsultasi Perpajakan
Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Utara
8 | (Adnyana et al., 2023) Variabel Independen: 893.333 wajib pajak Kesadaran wajib pajak,

Pengaruh Kesadaran Wajib
Pajak, Pengetahuan Pajak,
Sanksi Perpajakan dan

Kesadaran wajib pajak,
pengetahuan pajak,
sanksi perpajakan,

kendaraan bermotor
yang terdaftar di

pengetahuan pajak, sanksi
perpajakan dan akuntabilitas
pelayanan publik memiliki
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No. Judul Penelitian Variabel Penelitian Populasi Hasil Penelitian
Akuntabilitas Pelayanan akuntabilitas pelayanan Kantor Samsat Kota pengaruh positif terhadap
Publik Terhadap Kepatuhan | publik Denpasar kepatuhan wajib pajak kendaraan
Wajib Pajak Kendaraan Variabel Dependen: bermotor pada Kantor Bersama
Bermotor Kepatuhan Wajib Pajak Samsat Denpasar
kendaraan bermotor
9 | (Djenetal., 2022) ) Variabel Inde:pend_en: Wajib Pajak e Kesadaran wajib pajak tidak
Pepgaruh Kesadaran Wajlb Kesadaran Wajlt'J pajak, Kendaraan. yang memiliki pengaruh terhadap
Pajak, Pengetahuan Pajak dan | pengetahuan pajak, terdaftar di Kantor kepatuh b paiak
. ) . . patuhan wajib paj
Sanksi Perpajalfan Tgrhadap sank.5| perpajakan Samsat Kota Ternate kendaraan di Kota Ternate
Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Dependen:
Kendaraan Kepatuhan wajib pajak e Pengetahuan pajak dan sanksi
kendaraan pajak memiliki pengaruh
positif signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor di Kota
Ternate
10 | (Bani-Khalid et al., 2022) Variabel Independen: 660 Manager atau Sikap, norma subjektif, kontrol

Determinants of Tax
Compliance Intention among
Jordanian SMEs: A Focus on

Sikap, norma subjektif,
kontrol perilaku yang
dirasakan, dan
patriotisme

pemilik UKM
Yordania

perilaku dan patriotisme
memiliki pengaruh signifikan
terhadap niat untuk melakukan
kepatuhan pajak penjualan
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No. Judul Penelitian Variabel Penelitian Populasi Hasil Penelitian
the Theory of Planned Variabel Dependen:
Behavior Kepatuhan pajak
penjualan
11 (OWt_Jsu et al., 2023) _ V_ariabel Indepepde_n: 725 wiraswasta di Sikap, norma subjekif,
Pl’edl(?tOI’S of Tax Compliance | Sikap, norn_1a subjektif, Ghana kewajiban moral, dan
Intentions Amngg Self- kgntrol perilaku _yang kepercayaan berpengaruh
Employed Indmdua!s: The dirasakan, kewaj!ban positif signifikan terhadap niat
Role of Trust, Perceived Tax | moral, kompleksitas kenatuh ok
. : patuhan paja
Complexity and Antecedent- | pajak yang
Based Intervention Strategies | dipersepsikan, strategi Kontrol perilaku berpengaruh
intervensi berbasis positif namun tidak signifikan
anteseden, dan terhadap niat kepatuhan pajak
kepercayaan Kompleksitas pajak yang
Variabel Dependen: dipersepsikan dan strategi
Niat kepatuhan pajak intervensi berbasis anteseden
berpengaruh negatif terhadap
niat kepatuhan pajak
12 | (Dzulkifli & Daud, 2021) Variabel Independen: 104 praktisi pajak di

When Tax Practitioners File
Their Personal Tax Returns:
Do Attitude, Social Norms,

Sikap, norma subjektif,
dan kontrol perilaku yang
dirasakan

Malaysia

Norma subjektif memiliki
pengaruh positif signifikan
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No.

Judul Penelitian

Variabel Penelitian

Populasi

Hasil Penelitian

and Perceptual Control
Matter?

Variabel Dependen:
Perilaku kepatuhan pajak

terhadap perilaku kepatuhan
pajak

e Sikap dan kontrol perilaku
tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap perilaku
kepatuhan pajak
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2.3 Pengembangan Hipotesis
2.3.1 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor

Menurut Ardiansyah dalam (Rositayani & Purnamawati, 2022)
religiusitas merupakan keyakinan seseorang untuk menjalankan perintah
dan menjauhi larangan agama. Tingkat religiusitas wajib pajak dapat
menentukan seberapa besar kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban membayar pajaknya (Hidayatulloh et al., 2023).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saragih et al. (2020),
menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif ternadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi beragama Kristen Protestan di Kota Bekasi.
Selanjutnya, penelitian oleh Arini et al. (2021) menemukan bahwa
religiusitas secara signifikan memiliki pengaruh terhadap perilaku
kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Genteng.
Kemudian, penelitian Rositayani & Purnamawati (2022) menyatakan
bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Selain itu,
hasil analisis dari penelitian Mardini & Fadilah (2023) juga menunjukkan
bahwa secara parsial religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung pada sektor food and
beverage.

Dari keempat penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa religiusitas

dapat memengaruhi tingkat kepatuhan seseorang dalam melakukan suatu
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tindakan. Teori perilaku terencana (TPB) relevan dengan variabel ini.
Religiusitas termasuk dalam faktor internal yang kuat karena dapat
memengaruhi tindakan seorang wajib pajak untuk bertindak patuh dalam
menjalankan ketentuan perpajakan di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan
hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor

2.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor

Menurut Widajantie & Anwar (2020), kesadaran wajib pajak adalah
perbuatan yang merefleksikan kemauan WP dalam menyelesaikan
tanggung jawab perpajakannya secara baik dan tulus tanpa ada unsur
perintah atau paksaan. Setiap langkah yang diawali dengan kesadaran dapat
membawa setiap individu menjadi lebih dekat dengan pemahaman.
Kesadaran diri yang membangun (constructive self-awareness) mendorong
Kita untuk evaluasi diri yang efektif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widajantie & Anwar (2020)
menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor di Kantor Bersama Samsat di
Surabaya Selatan. Selanjutnya, penelitian Malau et al. (2021) menemukan
bahwa kesadaran WP secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Medan.
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Kemudian, penelitian Fatmawati & Adi (2022) menyatakan bahwa
kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Surakarta. Berikutnya, hasil
analisis yang dilakukan oleh Chaerani et al. (2024) juga menunjukkan
bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Jakarta Timur.

Dari keempat penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat
kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat dijadikan tolak ukur sebuah
kepatuhan pajak. Teori perilaku terencana (TPB) relevan dengan variabel
ini. Kesadaran wajib pajak termasuk faktor internal atau berasal dari dalam
diri wajib pajak. Rendahnya kesadaran wajib pajak atau kurangnya
pemahaman wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak (tax
avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion). Berdasarkan hal tersebut,
maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor

2.3.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor

Pengetahuan pajak merupakan sebuah informasi seputar pajak dan

dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk bertindak, pengambilan keputusan

maupun strategi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (I.

A. P. P. Dewi et al., 2020).

35



Pengetahuan pajak sebagai suatu pembentukan cara berpikir wajib
pajak melalui bentuk pembelajaran terkait KUP (Ketentuan Umum
Perpajakan) dengan baik dan juga memahami arti penting serta manfaat
yang diambil dari pajak (Anggita et al., 2023).

Hasil penelitian yang diperoleh Saadah et al. (2023) menemukan
bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan
wajib pajak yang terdaftar di UMKM Kelurahan Buring Kota Malang.
Berikutnya, penelitian Maharani & Adiputra (2023) menyatakan bahwa
pengetahuan pajak secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Buleleng.

Selanjutnya, hasil analisis yang diperoleh dari penelitian Irama &
Sartika (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berdampak
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat
Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, penelitian oleh Graha et al. (2024)
ditemukan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Probolinggo.

Dari keempat penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa
pengetahuan pajak memang wajib diperlukan bagi wajib pajak agar
pemahaman tentang hal-hal yang berkenaan dengan pajak dapat diterapkan
di kehidupan bermasyarakat secara utuh sesuai dengan aturan dan hukum
yang berlaku. Teori perilaku terencana (TPB) relevan dengan variabel ini.

Pengetahuan pajak termasuk dalam faktor eksternal atau berasal dari luar
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diri wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan
hipotesis sebagai berikut:
H3: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor

2.3.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor

Sanksi pajak dapat berfungsi sebagai alat preventif, yakni untuk
mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran norma perpajakan dan
pemberian sanksi yang tegas mendorong kepatuhan wajib pajak pada aturan
yang berlaku (Puspitasari & Dirman, 2024).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Barlan et al. (2021)
menemukan bahwa sanksi pajak secara signifikan positif terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat
Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya, penelitian Sandra & Anwar
(2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Kemudian, hasil analisis dari penelitian Aisyah et al. (2023)
menunjukkan bahwa sanksi pajak secara positif signifikan berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Gowa
Sulawesi Selatan. Berikutnya, penelitian dari Wicaksana et al. (2023)
menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (roda dua) yang

terdaftar di Samsat drive thru yang berlokasi di luar gedung Bappeda
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Karawang. Selain itu, hasil penelitian Hargiyarto & Witono (2024) juga
ditemukan bahwa sanksi pajak secara signifikan positif terhadap kepatuhan
wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten
Tegal.

Dari kelima penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak
berperan sebagai “pondasi” hukum karena menjamin bahwa hukum ditaati
dengan bijak. Kurangnya penerapan sanksi pajak yang efektif menyebabkan
melemahnya keberadaan atau kekuataan hukum. Kekuatan hukum yang
lemah justru berpotensi besar memicu ketidakpatuhan wajib pajak. Teori
perilaku terencana (TPB) relevan dengan variabel ini. Sanksi termasuk
dalam faktor eksternal karena sanksi sebagai penegak keadilan yang
bersumber dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hal
tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor

2.3.5 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor
Menurut Rustiana & Merkusiwati (2023), norma subjektif
menunjukkan impresi lingkungan terhadap perilaku individu dan membuat
individu tersebut mempertimbangkan harapan orang-orang terdekat di
sekitarnya sebelum melakukan sesuatu.
Hasil penelitian Sudirman et al. (2020) menemukan bahwa secara

parsial norma subjektif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap
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kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Selanjutnya,
penelitian yang dilakukan oleh Oktavia & Suryono (2021) menunjukkan
bahwa norma subjektif memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor di Surabaya.

Kemudian, penelitian Verlani & Musdalifa (2022) menyatakan
bahwa norma subjektif menunjukkan pengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Konawe.
Berikutnya, analisis yang dilakukan oleh Rustiana & Merkusiwati (2023)
menyatakan bahwa jika orang-orang di sekitarnya memberikan norma
subjektif yang positif, maka hal itu akan memberikan dorongan bagi wajib
pajak untuk mematuhi kewajiban membayar pajak. Selain itu, hasil
penelitian Dewi et al. (2023) juga menemukan bahwa norma subjektif
secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor di Kantor Samsat Bersama Kota Denpasar.

Dari kelima penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam teori
perilaku terencana (TPB), norma subjektif termasuk faktor eksternal karena
berasal dari pengaruh luar diri individu. Berdasarkan hal tersebut, maka
peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor
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2.3.6 Pengaruh Kontrol Perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor

Menurut Karwur et al. (2020), kontrol perilaku merupakan
keyakinan individu mengenai hal-hal yang bersifat sebagai pendukung atau
penghambat dalam berperilaku dan juga persepsinya tentang seberapa kuat
faktor pendukung dan penghambat tersebut dalam melakukan perilaku.

Hasil penelitian Karwur et al. (2020) menemukan bahwa kontrol
perilaku memiliki pengaruh positif langsung terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Manado. Selanjutnya,
penelitian yang dilakukan oleh Anugrah & Fitriandi (2022) menunjukkan
bahwa kontrol perilaku secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama kantor wilayah DJP
Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Kemudian, penelitian Zakiah et al. (2023) menyatakan bahwa
kontrol perilaku secara parsial menunjukkan pengaruh positif signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pare Pare. Selain itu, hasil
analisis yang dilakukan oleh Afiah et al. (2024) menunjukkan bahwa kontrol
keperilakuan secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor. Berikutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh
Agassy & Tanno (2024) kontrol perilaku yang dipersepsikan memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di

Kota Padang.
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2.4

Dari kelima penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kontrol
perilaku menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan
wajib pajak. Pada teori perilaku terencana (TPB) kontrol perilaku termasuk
dalam faktor internal dari dalam diri wajib pajak seperti adanya motivasi,
kemampuan, dan kepercayaan diri wajib pajak. Selain itu, juga dapat berasal
dari faktor eksternal luar wajib pajak seperti adanya dukungan sosial
maupun hambatan atau peluang yang ada di lingkungan sekitarnya.
Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai
berikut:

H6: Kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor

Kerangka Penelitian

Menurut Syahputri et al. (2023), kerangka berpikir penelitian
melibatkan penggabungan observasi, fakta, atau kajian kepustakaan yang
nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam penelitian, dan dapat
ditampilkan dalam bentuk diagram yang menunjukkan alur pikir peneliti
serta hubungan antar variabel yang diteliti atau disebut dengan paradigma
(model penelitian). Pada penelitian ini menggunakan kerangka penelitian

seperti berikut:
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Religiusitas (X1)

Kesadaran Wajib Pajak H1+
(X2) Ho +

Pengetahuan Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak

(X3) | H3+
Kendaraan (Y)
Sanksi Pajak (X4) |+ H4+
. HS5 +
Norma Subjektif (X5)
H6 +

Kontrol perilaku (X6)

Gambar 2. 3 Kerangka Penelitian
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3.1

311

3.1.2

BAB I
METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel
Populasi

Populasi adalah sekumpulan elemen baik subjek maupun objek
dengan ciri khas tertentu yang menempati di suatu wilayah dan menjadi
dasar dalam pengambilan sampel. Menurut Sugiyono (2023:126) populasi
terdiri dari subjek, objek, maupun benda-benda alam lain yang memiliki
jumlah dan karakteristik. Populasi dalam penelitian ini adalah 666.417
wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi yang berdasarkan
pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur tahun 2024,
Sampel

Sampel adalah anggota yang dipilih dari kumpulan yang lebih besar
atau populasi. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang
dimiliki populasi serta pengambilan sampel harus benar-benar mewakili,
Sugiyono (2023:127). Metode penentuan sampel pada penelitian ini
menggunakan bagian dari non probability sampling yaitu purposive
sampling. Purposive sampling atau judgmental sampling adalah teknik
penarikan sampel dengan menentukkan kriteria spesifik ternadap sampel,
Priyono (2008:118). Hal tersebut bertujuan membantu peneliti dalam
memilih sampel yang dipandang paling relevan. Kriteria sampel atau
responden yang digunakan peneliti yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di

Kabupaten Ngawi yang berusia minimal 18 tahun dan memiliki SIM yang
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masih aktif atau tidak kadaluarsa. Untuk mendapatkan jumlah total minimal
sampel, penelitian ini menggunakan dasar perhitungan model slovin.

Berikut adalah hasil perhitungan jumlah total minimal sampel dengan rumus

slovin:
N
" A+ Ne?)
Keterangan:
n = Sampel
N = Populasi

e = Batas toleransi kesalahan (error tolerance = 10%)

~ 666.417
"= 1 +666417(0,1)2

= 99, 98 dibulatkan menjadi 100
Berdasarkan hasil perhitungan data di atas, maka diperoleh jumlah total
minimal sampel pada penelitian ini berjumlah 100 responden.
3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian
kuantitatif. Metode kuantitatif atau metode positivistik adalah metode
penelitian yang berpegang pada filsafat positivisme. Filsafat positivisme
memandang realitas sebagai suatu hal yang dapat diamati, diukur, dan
konkrit, Sugiyono (2023:17). Data yang digunakan dalam penelitian ini
bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang
berasal dari sumber pertama dan dikumpulkan langsung oleh peneliti

sendiri, sedangkan data sekunder adalah data yang telah diolah oleh pihak
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3.3

3.4

lain dan biasanya digunakan sebagai penunjang untuk melengkapi informasi
dan data-data penelitian.
Metode Pengumpulan Data
Dalam memperolen dan mengumpulkan data primer maupun
sekunder, peneliti menggunakan 2 (dua) metode melalui penelitian pustaka
dan penelitian lapangan.
a. Penelitian pustaka (library research)
Peneliti mencari dan mengumpulkan data sekunder dari bermacam-
macam sumber tertulis seperti jurnal, artikel, buku, internet, dan data
lain yang berkaitan dengan judul penelitian.
b. Angket/Kuesioner
Peneliti mencari dan mengumpulkan data primer dengan cara
membagikan kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor di
Kabupaten Ngawi yang sesuai dengan Kriteria sampel, baik secara
langsung maupun tidak langsung melalui perantara online seperti media
sosial dan google form. Kuesioner atau angket adalah jawaban
responden terhadap seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis,
Sugiyono (2023:199).
Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian
Teknik pengukuran variabel pada penelitian ini adalah
menggunakan skala likert 5 poin. Skala likert terdiri dari item-item
instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan dan berguna dalam

pengukuran sikap, pendapat, dan persepsi individu atau sekelompok
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individu, Sugiyono (2023:146). Pengukuran ini dilakukan dengan
memberikan skor penilaian 1-5 pada setiap alternatif pertanyaan atau
pernyataan, dengan kategori jawaban yaitu: nilai 1 = Sangat Tidak Setuju
(STS); nilai 2 = Tidak Setuju (TS); nilai 3 = Cukup Setuju (CS); nilai 4 =
Setuju (S); dan nilai 5 = Sangat Setuju (SS).

3.4.1 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Kepatuhan menunjukkan perilaku yang mencerminkan tindakan
positif terhadap peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat.
Kepatuhan wajib pajak dapat berpotensi meningkatkan penerimaan pajak
sekaligus pendapatan negara (Adilin & Giri, 2024). Instrumen penelitian
variabel ini diukur menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh
Wardani & Asis (2017) dan menghasilkan enam pernyataan seperti berikut:

Tabel 3. 1 Item Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item Indikator Pernyataan

KPW1  Memenuhi kewajiban 1. Saya selalu memenuhi
pajak sesuai ketentuan kewajiban membayar pajak
yang berlaku kendaraan bermotor sesuai

ketentuan yang berlaku

KPW2  Tidak mempunyai 2. Saya tidak memiliki tunggakan
tunggakan PKB pembayaran pajak kendaraan
bermotor

KPW3  Membayar pajak tepat 3. Saya selalu tepat waktu dalam
waktu membayar pajak kendaraan

bermotor
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KPW4  Memenuhi 4. Saya selalu melengkapi

persyaratan dokumen persyaratan
pembayaran PKB pembayaran pajak kendaraan
bermotor
KPW5  Mengetahui batas 5. Saya selalu ingat tanggal jatuh
waktu pembayaran tempo pembayaran pajak

kendaraan bermotor

KPW6  Tidak pernah 6. Saya tidak pernah melanggar
melanggar peraturan peraturan pajak kendaraan

bermotor yang sudah ditetapkan

3.4.2 Religiusitas (X1)

Religiusitas adalah komitmen seseorang terhadap agama yang
dianutnya dengan mengamalkan nilai-nilai ajaran dalam agama tersebut.
Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung lebih
memperhatikan kesejahteraan orang lain (Nazaruddin, 2019). Instrumen
penelitian variabel ini diukur menggunakan indikator yang telah
dikembangkan oleh Gultom & Oktris (2022) dan menghasilkan lima
pernyataan seperti berikut:

Tabel 3. 2 Item Pernyataan Variabel Religiusitas

Item Indikator Pernyataan

RG1 Agama adalah sumber 1. Saya memiliki keyakinan bahwa

dari segala sumber agama adalah sumber dari
hukum segala sumber hukum

RG2 Agama sebagai 2. Agama sangat penting untuk
pedoman kehidupan pedoman saya dalam
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menjalankan kehidupan sehari-

hari

RG3 Taat pada perintah 3. Saya meyakini bahwa seseorang
agama, maka akan taat yang taat pada perintah agama
pula pada perintah maka akan taat juga pada
negara perintah negara

RG4  Aktif dalam kegiatan 4. Saya aktif dalam kegiatan
keagamaan keagamaan

RG5 Pemahaman tentang 5. Saya memahami bahwa agama

agama

mengajarkan kita untuk selalu
melaksanakan kewajiban dan
salah satu kewajiban terhadap
negara adalah dengan membayar

pajak

3.4.3 Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak

dapat memahami dan mengerti bahwa kehadiran pajak berperan penting

dalam kelangsungan negara. Kesadaran wajib pajak sebagai bentuk

keikhlasan seseorang dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak

(Putra et al., 2023). Instrumen penelitian variabel ini diukur menggunakan

indikator yang telah dikembangkan oleh Setiawan & Yanti (2024) dan

menghasilkan empat pernyataan seperti berikut:
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Tabel 3. 3 Item Pernyataan Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Iltem Indikator

Pernyataan

KSW1 Kesadaran bahwa pajak

diatur oleh undang-undang

1. Saya mengetahui dan menyadari

bahwa pajak diatur dalam

undang-undang

. Saya menyadari bahwa

ketidakpatuhan membayar pajak
dapat membuat kerugian negara
dan berdampak terhadap
pendapatan negara

. Saya menyadari bahwa

membayar pajak merupakan
salah satu bentuk tanggung
jawab saya sebagai warga

negara yang baik

KSW2 Kesadaran untuk
melaksanakan kewajiban
perpajakan dengan

sukarela

. Saya memiliki kesadaran untuk

mendaftarkan diri sebagai wajib
pajak, menghitung pajak,
membayar pajak, dan
melaporkan pajak dengan
sukarela atau tanpa paksaan

pihak lain

3.4.4 Pengetahuan Pajak (X3)

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman yang dimiliki oleh

setiap wajib pajak berkaitan dengan perpajakan agar memudahkan dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya (Windiarni et al., 2020). Instrumen

penelitian variabel ini diukur
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3.4.5

dikembangkan oleh Wardani & Asis (2017) dan menghasilkan empat
pernyataan seperti berikut:

Tabel 3. 4 Item Pernyataan Variabel Pengetahuan Pajak

Item Indikator Pernyataan

PP1 Pengetahuan tentang fungsi 1. Saya mengetahui bahwa pajak
pajak berfungsi untuk membiayai
pengeluaran rutin negara seperti

pembangunan negara

PP2 Pengetahuan tentang 2. Saya memahami prosedur
ketentuan prosedur pembayaran pajak kendaraan
pembayaran bermotor

PP3 Pengetahuan tentang sanksi 3. Saya mengetahui bahwa wajib
pajak pajak yang terlambat membayar
atau melapor pajak dapat

diberikan sanksi administrasi

PP4 Pengetahuan tentang tempat 4. Saya dapat membayarkan pajak
atau lokasi pembayaran kendaraan bermotor di Kantor

pajak Samsat

Sanksi Pajak (X4)

Sanksi perpajakan sebagai jaminan bahwa ketentuan perpajakan
akan dituruti atau dipatuhi dengan baik oleh wajib pajak (Marjono et al.,
2020). Bagi wajib pajak yang secara sengaja melanggar akan mendapatkan
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku (Erlina et al., 2018). Instrumen penelitian variabel ini diukur
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menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Marampa &
Febriani (2024) dan menghasilkan empat pernyataan seperti berikut:

Tabel 3. 5 Item Pernyataan Variabel Sanksi Pajak

Item Indikator Pernyataan

SP1 Pemberian sanksi secara 1. Wajib pajak yang terbukti

tegas melanggar harus dikenakan sanksi
tegas
SP2  Penerapan sanksi sesuai 2. Sanksi pajak harus dijalankan
peraturan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan pajak yang
berlaku

SP3  Penerapan sanksi untuk 3. Sanksi pajak sangat dibutuhkan
menciptakan kedisiplinan untuk menciptakan kedisiplinan

dalam kewajiban membayar pajak

SP4  Penerapan sanksi untuk 4. Pemberian sanksi yang berat dapat
membuat efek jera membuat pelaku pelanggaran

menjadi jera

3.4.6 Norma Subjektif (X5)
Norma subjektif dapat dipengaruhi oleh pihak lain atau orang-orang
di kehidupannya yang memberikan acuan kepada individu dalam
melakukan suatu perilaku (Dharmawan & Adi, 2021). Instrumen penelitian
variabel ini diukur menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh
Dharmawan & Adi (2021) dan menghasilkan lima pernyataan seperti

berikut:
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Tabel 3. 6 Item Pernyataan Variabel Norma Subjektif

ltem

Indikator

Pernyataan

NS1

Pengaruh keluarga

1. Keluarga mendorong saya untuk

mematuhi ketentuan pajak yang

berlaku

NS2

Pengaruh teman

. Teman atau rekan kerja

mendorong saya untuk mematuhi

ketentuan pajak yang berlaku

NS3

Pengaruh konsultan pajak

. Konsultan pajak mendorong saya

untuk mematuhi ketentuan pajak

yang berlaku

NS4

Pengaruh petugas pajak

. Petugas pajak mendorong saya

untuk mematuhi ketentuan pajak

yang berlaku

NS5

Pengaruh media

cetak/media elektronik

. Informasi dari media cetak/media

elektronik maupun media sosial
memengaruhi saya untuk
mematuhi ketentuan pajak yang

berlaku

3.4.7 Kontrol Perilaku (X6)

Kontrol perilaku adalah adanya rasa percaya diri atas kemampuan di

dalam diri karena didukung oleh keberadaan faktor-faktor yang positif

untuk berperilaku (Bahri et al., 2022). Instrumen penelitian variabel ini

diukur menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Anugrah &

Fitriandi (2022) dan menghasilkan empat pernyataan seperti berikut:
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Tabel 3. 7 Item Pernyataan Variabel Kontrol Perilaku

Item Indikator Pernyataan

KP1 Kemungkinan diperiksa 1. Saya mampu mempersiapkan
oleh fiskus dokumen terkait pajak dengan
teratur karena kemungkinan akan

diperiksa oleh fiskus (petugas

pajak)
KP2 Kemungkinan ditangkap 2. Saya memilih untuk mentaati
oleh fiskus ketentuan pajak yang berlaku
karena kemungkinan akan
ditangkap oleh fiskus (petugas
pajak)
KP3 Kemungkinan dikenai 3. Saya memilih untuk tidak
sanksi terlambat membayar atau melapor
pajak karena kemungkinan akan
dikenai sanksi administrasi
KP4  Kemungkinan dikenai 4. Saya memilih untuk tidak

sanksi yang berat melakukan pelanggaran berat

karena kemungkinan akan dikenai

sanksi yang berat

3.5 Metode Analisis Data
3.5.1 Analisis Statistis
Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan model persamaan
struktural atau disebut dengan Structural Equation Modeling (SEM).
Menurut Wright dalam Hamid & Anwar (2019:1) SEM adalah teknik

analisis statistik yang digunakan untuk pengujian dan estimasi pada
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hubungan kausal dengan menggabungkan analisis jalur dan analisis faktor.
Lebih lanjut, Chin dalam Hamid & Anwar (2019:1) keunggulan yang
dimiliki SEM terletak pada kemampuannya dalam melakukan analisis jalur
(path analytic) dengan variabel laten. Beberapa macam software yang
umum digunakan untuk mengolah data SEM antara lain seperti AMOS,
EQS, LISREL, Mplus, dan SmartPLS. Software SEM yang digunakan pada
penelitian ini yaitu SmartPLS.

Variabel penelitian yang dilakukan menggunakan metoda analisis
PLS-SEM (Partial Least Squares-SEM). Dalam analisis PLS-SEM terdapat
dua tahapan evaluasi model yaitu: model pengukuran (outer model) dan
model struktural (inner model), Ghozali & Kusumadewi (2023:8).

3.5.1.1 Model Pengukuran (Outer Model)

Model pengukuran atau outer model menunjukkan hubungan antara
variabel indikator (manifest variables) dengan variabel laten. Tahapan
evaluasi model ini dikenal untuk pengujian validitas dan reliabilitas. Outer
model dengan indikator refleksif dilakukan evaluasi menggunakan validitas
konvergen dan diskriminan pada indikator pembentuk konstruk laten,
composite reliability, dan cronbach alpa sebagai blok indikatornya, Ghozali
& Kusumadewi (2023:93).

3.5.1.1.1 Uji Validitas

Menurut Jogiyanto dalam Hamid & Anwar (2019:41), cara menguji

validitas konstruk adalah dengan melihat apakah terdapat hubungan yang

kuat antara konstruk dengan setiap item pertanyaan dan hubungan yang
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lemah dengan variabel lainnya. Validitas konstruk terdiri dari dua macam
yaitu: convergent validity dan discriminant validity.
3.5.1.1.1.1 Validitas Konvergen

Menurut Jogiyanto dalam Hamid & Anwar (2019:41), validitas
konvergen berkaitan dengan prinsip bahwa pengukur (indikator) dari suatu
konstruk sebaiknya memiliki korelasi yang tinggi. Dengan software
SmartPLS, uji validitas konvergen indikator reflektif dapat diketahui
melalui nilai loading factor. Penelitian ini bersifat confirmatory, sehingga
nilai loading factor setiap indikator harus lebih besar dari 0,7 (> 0,7).
Kemudian, untuk nilai Average Variance Extracted (AVE) juga harus lebih

besar dari 0,5 (> 0,5), (Ghozali & Kusumadewi, 2023).

3.5.1.1.1.2 Validitas Diskriminan
Menurut Jogiyanto dalam Hamid & Anwar (2019:42), validitas
diskriminan berkaitan dengan prinsip bahwa pengukur (indikator) dari
konstruk yang berbeda sebaiknya tidak memiliki korelasi yang tinggi.
Dengan software SmartPLS, uji validitas diskriminan indikator reflektif
dapat dilihat melalui nilai cross loading, di mana nilai untuk setiap variabel
harus lebih besar dari 0,7 (> 0,7), (Ghozali & Kusumadewi, 2023).
3.5.1.1.2 Uji Reliabilitas
Dalam software SmartPLS, uji reliabilitas digunakan untuk
menunjukkan konsistensi, keakuratan, dan ketepatan instrumen dalam
mengukur konstruk. Ada dua cara untuk mengukur reliabilitas suatu

konstruk dengan indikator reflektif antara lain yaitu dengan cronbach’s
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alpha dan composite reliability. Nilai composite reliability dan cronbach’s
alpha, untuk keduanya harus lebih besar dari 0,7 (> 0,7) (Ghozali &
Kusumadewi, 2023).

3.5.1.2 Model Struktural (Inner Model)

Ada tiga pengujian untuk melakukan evaluasi model struktural
(Inner Model) pada PLS-SEM vyaitu dengan uji R-Square (R?), Path
Coefficient, dan uji signifikansi (T-Statistic).

3.5.1.2.1 Uji R-Square (R?)

Nilai R-Square atau koefisien determinasi digunakan untuk
mengukur seberapa besar pengaruh dari variabel independen (X) terhadap
variabel dependen (). Hasil uji R-Square memperlihatkan nilai persentase
variabel dependen (YY) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (X).
Rentang nilai R-Square yaitu antara 0 sampai 1 (Ghozali & Kusumadewi,
2023).

3.5.1.2.2 Path Coefficient

Path Coefficient atau koefisien jalur digunakan untuk mengukur
kekuatan hubungan antara variabel berdasarkan besarnya nilai path
coefficient. Rentang nilai path coefficient berada di antara -1 sampai +1.
Kemudian, arah hubungan antara variabel dapat ditunjukkan dengan tanda
positif (+) atau negatif (-). Jika suatu variabel memiliki nilai path coefficient
(< 0), maka arah hubungannya akan berlawanan dan berpengaruh negatif

terhadap variabel lain dan jika suatu variabel memiliki nilai path coefficient
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(> 0), maka arah hubungannya akan searah dan berpengaruh positif terhadap
variabel lain (Ghozali & Kusumadewi, 2023).
3.5.1.2.3 Uji Signifikansi (T-statistic)
Uji Signifikansi bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar
variabel. Pengujian hipotesis dalam model PLS-SEM dengan menggunakan
teknik bootstrapping pada software SmartPLS. Dapat dikatakan signifikan,

apabila nilai t-statistik lebih besar dari 1,96 (> 1,96).
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4.1

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Responden
Pengambilan data penelitian ini menggunakan data primer yang
diperoleh dari penyebaran kuesioner melalui google form, WhatsApp dan di
lapangan secara langsung yang dimulai pada tanggal 14 Juni — 12 Juli 2025.
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner tersebut, maka diperoleh data yang
ditunjukkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 4. 1 Sumber Kuesioner
Sumber Kuesioner Jumlah
Kuesioner yang disebar secara online 67
Kuesioner yang disebar secara langsung 46
Jumlah 113
Sumber: Data diolah (2025)
Tabel 4. 2 Jumlah Kuesioner
Keterangan Jumlah
Jumlah kuesioner yang disebar secara online dan 113
langsung
Jumlah kuesioner yang tidak sesuai kriteria 11
Jumlah kuesioner yang dapat diolah 102

Sumber: Data diolah (2025)
Dari tabel 4.1 dan 4.2 di atas menunjukkan bahwa dari 113 kuesioner
yang disebar baik melalui platform online dan secara langsung hanya
terdapat 102 kuesioner yang dapat diolah dan sisanya yaitu 11 kuesioner

tidak memenuhi kriteria sampel yang telah ditetapkan sebelumnya.
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4.1.1 Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Hasil data responden yang berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan
pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4. 3 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase
Laki-laki 39 38,24%
Perempuan 63 61,76%
Jumlah 102 100%

Sumber: Data diolah (2025)
Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa 102 responden
yang telah mengisi kuesioner terdiri dari laki-laki sebanyak 39 responden
atau sekitar 38,24% dan perempuan sebanyak 63 responden atau sekitar

61,76%.

4.1.2 Deskripsi Data Responden Berdasarkan Usia
Hasil data responden yang berdasarkan usia ditunjukkan pada tabel

4.4 berikut ini:

Tabel 4. 4 Data Responden Berdasarkan Usia

Usia Frekuensi Persentase
18-25 tahun 34 33,33%
26-35 tahun 36 35,29%
36-45 tahun 19 18,63%
>45 tahun 13 12,75%
Jumlah 102 100%

Sumber: Data diolah (2025)
Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa 102 responden
yang telah mengisi kuesioner, memiliki rentang usia 18-25 sebanyak 34

responden atau sekitar 33,33%, rentang usia 26-35 sebanyak 36 responden
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atau sekitar 35,29%, rentang usia 36-45 sebanyak 19 responden atau sekitar

18,63%, dan usia >45 tahun sebanyak 13 responden atau sekitar 12,75%.

4.1.3 Deskripsi Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Hasil data responden yang berdasarkan pendidikan terakhir
ditunjukkan pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4. 5 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase
SD 7 6,86%
SMP 5 4,90%
SMA/SMK 41 40,19%
D1/D2/D3 3 2,94%
S1/S2/S3 46 45,09%
Jumlah 102 100%

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa 102 responden
yang telah mengisi kuesioner didominasi oleh responden yang memiliki
pendidikan terakhir S1/S2/S3 sebanyak 46 responden atau sekitar 45,09%,
SMA/SMK sebanyak 41 responden atau sekitar 40,19%, SD sebanyak 7
responden atau sekitar 6,86%, SMP sebanyak 5 responden atau sekitar

4,90%, dan D1/D2/D3 sebanyak 3 responden atau sekitar 2,94%.
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4.1.4 Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Hasil data responden yang berdasarkan jenis pekerjaan ditunjukkan
pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4. 6 Data Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan Frekuensi Persentase
Pelajar/Mahasiswa 13 12,75%
Karyawan BUMN 2 1,96%
Karyawan Swasta 15 14,71%
Wiraswasta 23 22,55%
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 23 22,55%
TNI/POLRI 1 0,98%
Petani 1 0,98%
Pedagang 5 4,90%
Lainnya 19 18,62%
Jumlah 102 100%

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa 102 responden
yang telah mengisi kuesioner didominasi oleh responden yang bekerja
sebagai PNS dan wiraswasta yang masing-masing sebanyak 23 atau sekitar
22,55%. Kemudian, responden pelajar/mahasiswa sebanyak 13 atau sekitar
12,75%, responden yang bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 15 atau
sekitar 14,71%, responden yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 5 atau
sekitar 4,90%, responden yang bekerja sebagai karyawan BUMN sebanyak
2 atau sekitar 1,96%, responden yang bekerja sebagai TNI/POLRI dan
petani masing-masing sebanyak 1 atau sekitar 0,98%, dan responden yang

bekerja selain profesi di atas sebanyak 19 atau sekitar 18,62%.
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4.2 Hasil Uji Evaluasi Model

4.2.1 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

4.2.1.1 Uji Validitas

Tabel 4. 7 Nilai Outer Loading

Variabel Item Nilai Keterangan
Outer Loading
Kepatuhan Wajib Pajak Y1 0.620 Tidak Valid
Y) Y2 0.721 Valid
Y3 0.768 Valid
Y4 0.708 Valid
Y5 0.557 Tidak Valid
Y6 0.755 Valid
Religiusitas X1.1 0.774 Valid
(X1) X1.2 0.780 Valid
X1.3 0.741 Valid
X1.4 0.499 Tidak Valid
X1.5 0.711 Valid
Kesadaran Wajib Pajak X2.1 0.817 Valid
(X2) X2.2 0.842 Valid
X2.3 0.675 Tidak Valid
X2.4 0.775 Valid
Pengetahuan Pajak X3.1 0.730 Valid
(X3) X3.2 0.763 Valid
X3.3 0.804 Valid
X3.4 0.752 Valid
Sanksi Pajak X4.1 0.871 Valid
(X4) X4.2 0.825 Valid
X4.3 0.830 Valid
X4.4 0.786 Valid
Norma Subjektif X5.1 0.784 Valid
(X5) X5.2 0.779 Valid
X5.3 0.736 Valid
X5.4 0.699 Tidak Valid
X5.5 0.714 Valid
Kontrol Perilaku X6.1 0.762 Valid
(X6) X6.2 0.867 Valid
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X6.3 0.796 Valid
X6.4 0.786 Valid

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil outer loading pada tabel 4.7 di atas terdapat lima
nilai outer loading yang memiliki nilai < 0,7 yaitu pada indikator variabel
kepatuhan wajib pajak (Y1) sebesar 0.620 dan (Y5) sebesar 0.557; indikator
variabel religiusitas (X1.4) sebesar 0.499; indikator variabel kesadaran
wajib pajak (X2.3) sebesar 0.675; serta indikator variabel norma subjektif
(X5.4) sebesar 0.699. Nilai outer loading tersebut tidak lolos pengujian atau
dapat dikatakan tidak valid, sehingga indikator yang tidak valid harus
dihapus dan dipastikan semua indikator valid. Berikut ini adalah hasil nilai
outer loading yang diperoleh setelah menghapus beberapa indikator yang
dianggap tidak valid yaitu Y1, Y5, X1.4, X2.3, dan X5.4.

Tabel 4. 8 Nilai Outer Loading

Variabel Item Nilai Keterangan
Outer Loading
Kepatuhan Wajib Pajak Y2 0.769 Valid
(Y) Y3 0.775 Valid
Y4 0.712 Valid
Y6 0.787 Valid
Religiusitas X1.1 0.768 Valid
(X1) X1.2 0.754 Valid
X1.3 0.738 Valid
X1.5 0.745 Valid
Kesadaran Wajib Pajak X2.1 0.860 Valid
(X2) X2.2 0.839 Valid
X2.4 0.782 Valid
Pengetahuan Pajak X3.1 0.724 Valid
(X3) X3.2 0.754 Valid
X3.3 0.803 Valid
X3.4 0.766 Valid
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Sanksi Pajak X4.1 0.860 Valid
(X4) X4.2 0.841 Valid
X4.3 0.842 Valid
X4.4 0.771 Valid
Norma Subjektif X5.1 0.829 Valid
(X5) X5.2 0.786 Valid
X5.3 0.760 Valid
X5.5 0.687 Tidak Valid
Kontrol Perilaku X6.1 0.779 Valid
(X6) X6.2 0.864 Valid
X6.3 0.784 Valid
X6.4 0.779 Valid

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil dari nilai outer loading pada tabel 4.8 di atas

menunjukkan masih terdapat nilai yang < 0,7 yaitu indikator variabel norma

subjektif (X5.5) sebesar 0.687. Hal tersebut disebabkan penghapusan pada

lima indikator yang tidak valid pada pengujian nilai outer loading yang telah

dilakukan sebelumnya, sehingga memengaruhi nilai outer loading lainnya

setelah dihapus. Indikator variabel norma subjektif (X5.5) harus dihapus

dan perlu dipastikan kembali agar semua indikator valid. Berikut ini adalah

hasil nilai outer loading yang diperoleh setelah menghapus indikator

variabel norma subjektif (X5.5).
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Tabel 4. 9 Nilai Outer Loading

Variabel Item Nilai Keterangan
Outer Loading
Kepatuhan Wajib Pajak Y2 0.768 Valid
(Y) Y3 0.776 Valid
Y4 0.711 Valid
Y6 0.788 Valid
Religiusitas X1.1 0.768 Valid
(X1) X1.2 0.753 Valid
X1.3 0.739 Valid
X1.5 0.745 Valid
Kesadaran Wajib Pajak X2.1 0.860 Valid
(X2) X2.2 0.839 Valid
X2.4 0.782 Valid
Pengetahuan Pajak X3.1 0.724 Valid
(X3) X3.2 0.754 Valid
X3.3 0.803 Valid
X3.4 0.766 Valid
Sanksi Pajak X4.1 0.860 Valid
(X4) X4.2 0.841 Valid
X4.3 0.842 Valid
X4.4 0.772 Valid
Norma Subjektif X5.1 0.865 Valid
(X5) X5.2 0.817 Valid
X5.3 0.787 Valid
Kontrol Perilaku X6.1 0.779 Valid
(X6) X6.2 0.864 Valid
X6.3 0.784 Valid
X6.4 0.779 Valid

Sumber: Data diolah (2025)
Berdasarkan hasil dari nilai outer loading setelah menghapus
indikator Y1, Y5, X1.4, X2.3, X5.4, dan X5.5, maka telah diperoleh nilai
outer loading > 0,7 di setiap indikatornya, sehingga penelitian ini memenubhi

uji convergent validity atau dikategorikan sebagai valid.
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Selanjutnya, uji average variance extracted (AVE). Pengujian AVE
bertujuan untuk mengetahui tingkat variasi variabel manifest (variabel yang
dapat diamati secara langsung) terhadap variabel laten (variabel yang tidak
dapat diamati secara langsung). Variabel dikatakan valid atau lolos apabila
memiliki nilai AVE (> 0,5).

Tabel 4. 10 Nilai AVE

Variabel Nilai AVE Keterangan
RG (X1) 0.564 Valid
KSW (X2) 0.685 Valid
PP (X3) 0.581 Valid
SP (X4) 0.688 Valid
NS (X5) 0.679 Valid
KP (X6) 0.644 Valid
KPW (Y) 0.580 Valid

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil pada tabel 4.10 di atas diketahui bahwa nilai AVE
pada masing-masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0.5 (> 0.5),
sehingga penelitian ini dapat disimpulkan telah memenuhi uji convergent
validity atau dikategorikan sebagai valid.

Kemudian, pengujian selanjutnya adalah determinant validity. Pada
pengujian ini terdiri dari dua cara yaitu Fornell-Larcker Criterion dan Cross
Loadings. Fornell-Larcker Criterion bertujuan untuk memeriksa konstruk
pada model PLS mempunyai diskriminasi yang baik atau tidak. Apabila
nilai akar AVE tersebut lebih tinggi dari korelasi antar variabel laten, maka
dapat dikatakan bahwa variabel laten tersebut memiliki validitas

diskriminan yang baik.
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Tabel 4. 11 Nilai Fornell-Larcker Criterion

KPW  KSW KP NS PP RG SP
KPW 0.761
KSW 0.559 0.827
KP 0.428 0.572 0.802
NS 0.400 0.543 0.567 0.824
PP 0.437 0.663 0.601 0.597 0.762
RG 0.355 0.521 0.554 0.498 0.630 0.751
SP 0.435 0.665 0.702 0.532 0.586 0.468 0.829

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa nilai akar AVE
pada variabel kepatuhan wajib pajak (KPW) sebesar 0.761, kesadaran wajib
pajak (KSW) sebesar 0.827, kontrol perilaku (KP) sebesar 0.802, norma
subjektif (NS) sebesar 0.824, pengetahuan pajak (PP) sebesar 0.762,
religiusitas (RG) sebesar 0.751, dan sanksi pajak (SP) sebesar 0.829
memiliki nilai > nilai korelasinya dengan variabel lainnya, sehingga dapat
disimpulkan bahwa pada penelitian ini telah memenuhi Fornell-Larcker
Criterion atau semua variabel dinyatakan valid diskriminan.

Pengujian selanjutnya adalah cross loading. Pengujian ini bertujuan
untuk membandingkan antara indikator dari variabel atau item pernyataan
dari variabel > item pernyataan pada variabel lainnya. Berikut ini adalah

perhitungan nilai cross loading:
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Tabel 4. 12 Nilai Cross Loading

Item RG KSW PP SP NS KP KPW
(X1) (X2) (X3) (X4) (X5  (X6) )
X1.1 0.768 0.273 0.378 0.156 0.284 0.344 0.281
X1.2  0.753 0.319 0.564 0.289 0.453 0.374 0.241
X1.3 0.739 0.397 0.500 0.395 0.302 0.448 0.198
X15 0.745 0.549 0.473 0.547 0.439 0.493 0.318
X2.1 0.455 0.860 0.491 0.503 0.395 0.451 0.518
X222 0421 0.839 0.634 0.602 0.475 0.472 0.426
X2.4 0415 0.782 0.536 0.558 0.490 0.503 0.435
X3.1 0371 0.467 0.724 0.392 0.349 0.355 0.252
X3.2  0.469 0.447 0.754 0.272 0.429 0.314 0.286
X3.3 0.546 0.615 0.803 0.578 0.499 0.597 0.406
X3.4  0.500 0.466 0.766 0.484 0512 0.498 0.352
X4.1 0.416 0.534 0.565 0.860 0.497 0.536 0.343
X4.2  0.402 0.529 0.456 0.841 0.398 0.621 0.340
X43 0335 0.598 0.416 0.842 0.326 0.588 0.392
X4.4  0.405 0.535 0.511 0.772 0552 0.581 0.362
X5.1 0.462 0.485 0.558 0.484 0.865 0.458 0.399
X5.2 0416 0.457 0.484 0.456 0.817 0.477 0.263
X53 0.343 0.396 0.419 0.370  0.787 0.476 0.299
X6.1  0.418 0.522 0.583 0.465 0.438 0.779 0.409
X6.2  0.547 0.483 0.453 0.638 0.532 0.864 0.385
X6.3  0.377 0.397 0.376 0.563 0.442 0.784 0.269
X6.4  0.412 0.396 0.484 0.617 0.385 0.779 0.259
Y2 0.213 0.399 0.281 0.259 0.260 0.409 0.768
Y3 0.136 0.349 0.234 0.287 0.268 0.216 0.776
Y4 0.328 0.333 0.349 0.235 0.288 0.348 0.711
Y6 0.363 0.561 0.426 0.482 0.374 0.320 0.788

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, nilai cross loading untuk variabel
religiusitas, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, norma
subjektif, kontrol perilaku, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai
korelasi antara indikator dengan konstruknya (variabel) > indikator pada

konstruk (variabel) lainnya. Hasil dari pengujian convergent validity dan
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discriminant validity diketahui memiliki angka yang konsisten, dengan
semua indikator dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa model yang
digunakan memiliki kesesuaian yang baik dan dapat membedakan antara
konstruk yang berbeda secara efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa alat
ukur yang digunakan dalam penelitian ini valid.
4.2.1.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas ada dua cara yaitu dilihat dari nilai cronbach’s
alpha dan composite reliability. Jika nilai cronbach’s alpha dan composite
reliability (> 0.7), dapat mengindikasikan bahwa indikator atau item
pernyataan yang digunakan reliabel. Sebaliknya, jika nilai cronbach’s alpha
dan composite reliability rendah (< 0.7), maka indikator atau item
pernyataan dianggap tidak cukup reliabel dan perlu diganti. Berikut ini
adalah hasil perhitungan dari nilai cronbach’s alpha dan composite
reliability:

Tabel 4. 13 Nilai cronbach’s alpha dan composite reliability

Cronbach's Composite Keterangan
alpha reliability
RG (X1) 0.747 0.838 Reliabel
KSW (X2) 0.770 0.867 Reliabel
PP (X3) 0.763 0.847 Reliabel
SP(X4) 0.848 0.898 Reliabel
NS (X5) 0.768 0.864 Reliabel
KP (X6) 0.819 0.878 Reliabel
KPW (Y) 0.762 0.846 Reliabel

Sumber: Data diolah (2025)
Berdasarkan tabel 4.13 di atas, menunjukkan bahwa nilai cronbach’s

alpha dan composite reliability untuk konstruk atau variabel tersebut berada
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(> 0.7), sehingga dapat dikatakan semua variabel memiliki reliabilitas yang

baik.
4.2.2 Evaluasi Model Struktural (Inner Model)
4.2.2.1 Uji R-Square (R?)
Uji R-Square (R?) bertujuan untuk mengukur seberapa baik variabel
independen mampu menjelaskan atau berkontribusi terhadap variabel
dependen. Berikut ini adalah hasil dari pengujian R-Square (R?):

Tabel 4. 14 Nilai Uji R-Square (R?)

Hasil Uji R-Square (R?)
KPW (Y) 0.336
Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, diperoleh hasil bahwa nilai R-Square
(R?) variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.336. Hal
tersebut menunjukkan bahwa variabilitas kepatuhan wajib pajak dapat
dijelaskan oleh religiusitas, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak,
sanksi pajak, norma subjektif, dan kontrol perilaku sebesar 33,6%.
Sedangkan sisanya yaitu 66,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2.2.2 Path Coefficient

Path coefficient atau koefisien jalur menunjukkan seberapa kuat
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rentang nilai
path coefficient yaitu berkisar antara -1 hingga +1. Apabila nilai tersebut

semakin mendekati angka +1, maka memiliki pengaruh atau arah hubungan
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yang positif dan kuat, begitupun sebaliknya. Berikut ini adalah nilai path

coefficient:
Tabel 4. 15 Nilai Path Coefficient
Konstruk Original sample (O) P values
RG (X1) -> KPW (Y) 0.011 0.466
KSW (X2) -> KPW (Y) 0.416 0.003
PP (X3) -> KPW (Y) 0.032 0.414
SP (X4) -> KPW (Y) 0.017 0.458
NS (X5) -> KPW (Y) 0.079 0.223
KP (X6) -> KPW (Y) 0.108 0.225

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa hubungan
religiusitas dengan kepatuhan wajib pajak memiliki arah positif dengan nilai
original sample sebesar 0.011. Selanjutnya, untuk arah hubungan kesadaran
wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki arah positif dengan
nilai original sample sebesar sebesar 0.416. Kemudian, hubungan
pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki arah positif
dengan nilai original sample sebesar 0.032. Hubungan sanksi pajak dengan
kepatuhan wajib pajak memiliki arah positif dengan nilai original sample
sebesar 0.017. Hubungan norma subjektif dengan kepatuhan wajib pajak
memiliki arah positif dengan nilai original sample sebesar 0.079. Begitu
pula dengan hubungan kontrol perilaku dengan kepatuhan wajib pajak
memiliki arah positif dengan nilai original sample sebesar 0.108. Jadi, dapat

dinyatakan bahwa semua nilai path coefficient memiliki arah yang positif.
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4.3  Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan software SmartPLS 4 versi 4.1.1.4. Untuk mengetahui hasil
pengujian hipotesis, maka dapat dilihat dari nilai path coefficient dan nilai
original sample. Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan nilai P
Value dengan tingkat signifikansi (o) sebesar 5% yang bertujuan untuk
mengetahui pengaruh antar variabel pada penelitian ini. Apabila nilai P
Value yang diperoleh menunjukkan kurang dari 5%, maka terdapat

pengaruh antar variabel tersebut. Berikut ini adalah hasil pengujian

hipotesis:
Tabel 4. 16 Hasil Pengujian Hipotesis
Original  Sample P
Konstruk sample mean  Values Hasil
(0) (M)
RG (X1) ->KPW (Y) 0.011 0.049  0.466  Tidak didukung
KSW (X2) ->KPW (Y) 0.416 0.388  0.003 Didukung
PP (X3) ->KPW (Y) 0.032 0.035  0.414  Tidak didukung
SP (X4) ->KPW (Y) 0.017 0.016  0.458 Tidak didukung
NS (X5) ->KPW (Y) 0.079 0.086  0.223  Tidak didukung
KP (X6) ->KPW (Y) 0.108 0.112  0.225 Tidak didukung

Sumber: Data diolah (2025)
Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4.16 di atas, maka hasil
hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:
4.3.1 Pengujian Hipotesis H1: Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Di dalam penelitian ini, pengujian hipotesis H1 diperoleh dari nilai

original sample sebesar 0.011 dan P Values sebesar 0.466. Hal ini
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menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif namun tidak signifikan
antara variabel religiusitas dengan variabel kepatuhan wajib pajak. Oleh
karena itu, H1 tidak didukung dikarenakan P Value yang dihasilkan lebih
dari 5% meskipun memiliki arah hubungan yang positif. Dari hasil tersebut,
dapat diketahui bahwa variabel religiusitas tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Daniati & Ismatullah (2022), Fitriyah et al. (2024) dan Siringoringo et al
(2024) yang mengungkapkan bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh
signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan
wajib pajak memiliki anggapan bahwasanya kepatuhan dalam memenuhi
kewajiban perpajakan bukan didasari oleh keyakinan atau aspek spiritual
melainkan berdasarkan pada pertimbangan ekonomi dan peraturan hukum.
Wajib pajak yang religius juga dapat berperilaku tidak bijaksana. Artinya,
wajib pajak belum tentu memahami kewajiban pajaknya terhadap negara.
Sebaliknya, wajib pajak yang tidak terlalu religius bisa jadi justru lebih
patuh karena kesadaran akan hukum tinggi.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Saragih et
al (2020), Arini et al. (2021), Rositayani & Purnamawati (2022), dan
Mardini & Fadilah (2023) yang menyatakan bahwa religiusitas memiliki

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
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4.3.2 Pengujian Hipotesis H2: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Di dalam penelitian ini, pengujian hipotesis H2 diperoleh dari nilai
original sample sebesar 0.416 dan P Values sebesar 0.003. Hal ini
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara
variabel kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena
itu, H2 didukung dikarenakan P Values yang dihasilkan kurang dari 5% dan
memiliki arah hubungan yang positif. Dari hasil tersebut, dapat diketahui
bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada salah satu item pernyataan “Saya memiliki kesadaran untuk
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak, membayar pajak,
dan melaporkan pajak dengan sukarela atau tanpa paksaan pihak lain.”
(X2.4) mayoritas responden menjawab dengan nilai antara 4 dan 5. Hal ini
menunjukkan bahwa kesadaran atau pemahaman mengenai perpajakkan
yang dimiliki oleh wajib pajak di Kabupaten Ngawi tergolong tinggi. Wajib
pajak merasa percaya diri atas kemampuannya, sehingga dapat mendorong
niat mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widajantie & Anwar (2020),
Malau et al. (2021), Fatmawati & Adi (2022), dan Chaerani et al. (2024)
yang mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

74



4.3.3 Pengujian Hipotesis H3: Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Di dalam penelitian ini pengujian hipotesis H3 diperoleh dari nilai
original sample sebesar 0.032 dan P Values sebesar 0.414. Hal ini
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif namun tidak signifikan
antara variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh
karena itu, H3 tidak didukung dikarenakan P Value yang dihasilkan lebih
dari 5% meskipun memiliki arah hubungan yang positif. Dari hasil tersebut,
dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh,
Nasiroh & Afigoh (2022), Safitri & Afiqoh (2022), dan Hartanti & Gazali
(2023) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki
pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini
tingkat pendidikan wajib pajak di Kabupaten Ngawi didominasi oleh
S1/S2/S3 vyaitu sebesar 45,09%. Pengetahuan yang diperoleh melalui
pendidikan formal yang tinggi juga tidak secara otomatis menjamin wajib
pajak tersebut akan selalu berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.

Dengan kata lain, meskipun mayoritas wajib pajak di Kabupaten
Ngawi berlatar belakang pendidikan tinggi, tentu ada sebagian wajib pajak
tetap tidak tergerak untuk patuh. Hal itu dikarenakan wajib pajak yang

berpengetahuan atau berpendidikan lebih tinggi justru akan cenderung lebih
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kritis terhadap kebijakan pemerintah terutama terkait penggunaan dana
pajak yang dinilai kurang transparan dan tidak adil. Sikap kritis atau
kepekaan wajib pajak yang tinggi tersebut dapat menciptakan distrust atau
ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau sistem perpajakan yang berlaku.
Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan formal dan semakin luas
pengetahuan tentang perpajakan yang diperoleh wajib pajak, maka semakin
besar pula peluang wajib pajak tersebut menyadari adanya ketidakefektifan
dan ketidakadilan dalam penggunaan dana pajak maupun pelaksanaan
pajak.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Saadah et al.
(2023), Maharani & Adiputra (2023), Irama & Sartika (2024), dan Graha et
al. (2024) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.4 Pengujian Hipotesis H4: Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Di dalam penelitian ini pengujian hipotesis H4 diperoleh dari nilai
original sample sebesar 0.017 dan P Values sebesar 0.458. Hal ini
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif namun tidak signifikan
antara variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena
itu, H4 tidak didukung dikarenakan P Value yang dihasilkan lebih dari 5%
meskipun memiliki arah hubungan yang positif. Dari hasil tersebut, dapat
diketahui bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak.
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Sulistyowati et al. (2021), Karlina & Ethika (2021), Maulana & Septiani
(2022), dan Aliviany & Kristianti Maharani (2023) yang mengungkapkan
bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak. Hal ini dimungkinkan karena wajib pajak patuh dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya atas dasar memiliki kesadaran moral
bukan karena takut dikenai sanksi. Selain itu, lemahnya penegakan hukum
membuat eksistensi sanksi menjadi tidak efektif. Kemudian, wajib pajak
menganggap pengenaan sanksi masih tergolong ringan atau tidak membuat
efek jera sehingga wajib pajak lebih memilih membayar denda daripada
sepenuhnya patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Barlan et al.,
(2021), Sandra & Anwar (2021), Aisyah et al. (2023), Wicaksana et al.,
(2023), dan Hargiyarto & Witono (2024) yang menyatakan bahwa sanksi
pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.5 Pengujian Hipotesis H5: Pengaruh Norma Subjektif Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Di dalam penelitian ini pengujian hipotesis H5 diperoleh dari nilai
original sample sebesar 0.079 dan P Values sebesar 0.223. Hal ini
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif namun tidak signifikan
antara variabel norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh
karena itu, H5 tidak didukung dikarenakan P Value yang dihasilkan lebih

dari 5% meskipun memiliki arah hubungan yang positif. Dari hasil tersebut,

77



dapat diketahui bahwa variabel norma subjektif tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Mahendra & Oktaviani (2022), Salsabilla et al. (2022) dan Aslindar et al.
(2023) yang mengungkapkan bahwa norma subjektif tidak memiliki
pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa
desakan atau harapan orang lain seperti keluarga, teman, rekan kerja,
konsultan pajak, dan petugas pajak tidak mendorong wajib pajak untuk
patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dikarenakan
oleh pertimbangan pribadi dari wajib pajak itu sendiri. Dapat dikatakan,
wajib pajak memiliki pandangan bahwa kepatuhan pajak timbul dari
ketetapan hati individu, bukan dari pengaruh pihak lain.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Sudirman et al.
(2020) dan Oktavia & Suryono (2021) yang menyatakan bahwa norma
subjektif memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.6 Pengujian Hipotesis H6: Pengaruh Kontrol Perilaku Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Di dalam penelitian ini, pengujian hipotesis H6 diperoleh dari nilai
original sample sebesar 0.108 dan P Values sebesar 0.225. Hal ini
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif namun tidak signifikan
antara variabel kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh
karena itu, H6 tidak didukung dikarenakan P Value yang dihasilkan lebih

dari 5% meskipun memiliki arah hubungan yang positif. Dari hasil tersebut,
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dapat diketahui bahwa variabel kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Pramuki & Wanadri (2023), Alimbudiono & Jie (2024), dan Purnamasari et
al. (2024) yang mengungkapkan bahwa kontrol perilaku tidak memiliki
pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini kemungkinan
terdapat faktor yang membuat wajib pajak merasa tidak mampu dan tidak
memiliki kendali untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor
tersebut adalah kompleksitasnya regulasi perpajakan dan seringkali
mengalami perubahan menyebabkan wajib pajak bingung dalam
menentukan aturan pajak mana yang harus diikuti. Munculnya
ketidakpastian tersebut, membuat turunnya kepercayaan diri wajib pajak
untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, ketidakjelasan
hukum pajak juga membuat sebagian wajib pajak cenderung akan menunda
atau menghindar dari kewajiban perpajakannya karena merasa tidak
memiliki kendali atas dampak dari perbuatannya.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Karwur et al.
(2020) dan Anugrah & Fitriandi (2022) yang menyatakan bahwa kontrol

perilaku memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
51 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pengujian, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat diartikan bahwa semakin
tinggi tingkat kesadaran atau pemahaman yang dimiliki wajib pajak,
maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya juga semakin meningkat.

2. Religiusitas (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak. Dapat diartikan bahwa keyakinan diri terhadap nilai-nilai
religiusitas tidak selalu mencerminkan kepatuhan pajak. Hal tersebut
dikarenakan wajib pajak memiliki anggapan bahwasanya kepatuhan
dalam memenuhi kewajiban perpajakan itu bukan didasari oleh
keyakinan atau aspek spiritual melainkan berdasarkan pada
pertimbangan ekonomi dan peraturan hukum.

3. Pengetahuan Pajak (X3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak. Dapat diartikan bahwa pengetahuan pajak yang
didapatkan melalui latar belakang pendidikan yang tinggi tidak selalu
menjamin wajib pajak tersebut lebih patuh dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Wajib pajak yang berpendidikan tinggi otomatis juga

akan memiliki pengetahuan yang lebih luas sehingga hal itu membuat
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wajib pajak menjadi bersikap lebih kritis terhadap kebijakan
pemerintah khususnya perihal penggunaan dana pajak yang dinilai
kurang transparan dan tidak adil. Sikap kritis atau kepekaan wajib pajak
yang tinggi tersebut dapat menciptakan distrust atau ketidakpercayaan
terhadap pemerintah atau sistem perpajakan yang berlaku. Artinya,
semakin tinggi tingkat pendidikan formal dan semakin luas
pengetahuan tentang perpajakan yang diperoleh wajib pajak, maka
semakin besar pula peluang wajib pajak tersebut menyadari adanya
ketidakefektifan dan ketidakadilan dalam penggunaan dana pajak
maupun pelaksanaan pajak.

Sanksi Pajak (X4) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak. Dapat diartikan bahwa eksistensi sanksi berupa denda
administratif atau ancaman pidana tidak secara langsung meningkatkan
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal
ini disebabkan wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya atas dasar memiliki kesadaran moral bukan karena takut
dikenai sanksi. Selain itu, lemahnya penegakan hukum membuat
eksistensi sanksi menjadi tidak efektif. Kemudian, wajib pajak
menganggap pengenaan sanksi masih tergolong ringan atau tidak
membuat efek jera sehingga wajib pajak lebih memilih membayar
denda daripada sepenuhnya patuh dalam memenuhi kewajiban

perpajakan.
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Norma Subjektif (Xs) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak. Dapat diartikan bahwa desakan atau harapan dari orang-
orang di sekitarnya tidak menjadi faktor pendorong dalam pengambilan
keputusan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak memiliki pandangan
bahwa kepatuhan pajak timbul dari ketetapan hati individu, bukan dari
pengaruh pihak lain.

Kontrol Perilaku (Xe) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak. Dapat diartikan bahwa terdapat faktor yang membuat
wajib pajak merasa tidak mampu dan tidak memiliki kendali untuk
memenuhi kewajiban perpajakannya seperti kompleksitasnya regulasi
perpajakan dan seringkali mengalami perubahan menyebabkan wajib
pajak bingung dalam menentukan aturan pajak mana yang harus diikuti.
Hal itu membuat turunnya kepercayaan diri wajib pajak untuk
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, ketidakjelasan
hukum pajak juga membuat sebagian wajib pajak cenderung akan
menunda atau menghindar dari kewajiban perpajakannya karena

merasa tidak memiliki kendali atas dampak dari perbuatannya.
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5.2

Keterbatasan dalam Penelitian

Pada penelitian ini penulis menyadari bahwa masih terdapat

beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat diperbaiki untuk penelitian

selanjutnya:

1.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini mendekati jumlah minimum
responden yaitu hanya berjumlah 102 responden.

Penelitian ini menggunakan enam variabel independen, sementara
masih banyak variabel di luar penelitian yang sebetulnya lebih
memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner
sehingga memiliki kemungkinan jawaban yang diberikan responden
bersifat bias.

Dalam pengambilan dan pengumpulan data masih ada beberapa
responden yang enggan bersedia mengisi kuesioner secara langsung
baik karena waktu responden yang terbatas atau kurangnya minat untuk
mengisi. Hal ini mendorong peneliti untuk menyebarkan satu per satu
dan sekaligus menjelaskan isi pernyataan kepada responden secara
langsung agar responden bersedia mengisi setiap pernyataan. Maka dari
itu, menyebabkan pengambilan dan pengumpulan data membutuhkan

waktu yang cukup lama.
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5.3

5.4

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka
penulis memberikan beberapa saran untuk peneliti dalam penelitian
selanjutnya, yaitu antara lain:

1. Menambah variabel independen lain yang tidak terdapat pada penelitian
ini agar mengetahui faktor-faktor mana saja yang lebih berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Selain kuesioner, dapat menggunakan metode wawancara dalam
pengambilan data agar hasil penelitian yang diperoleh lebih
komprehensif.

3. Memperluas jangkauan penelitian agar hasil penelitian yang diperoleh
lebih representatif. Misalnya, penelitian dapat dilakukan di seluruh

wilayah dalam satu provinsi atau kepulauan.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini juga memberikan landasan khususnya bagi
pemerintah daerah atau instansi pajak terkait agar lebih proaktif dalam
peningkatan kesadaran wajib pajak seperti mengoptimalkan program
sosialisasi dan penyuluhan pajak melalui platform digital, workshop atau
seminar. Intensifnya sosialisasi dan penyuluhan dapat membantu wajib
pajak untuk lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan.
Selain itu, dengan kesadaran pajak yang tinggi, mampu membangun
perilaku wajib pajak untuk lebih konsisten dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya.
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LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Assalamualaikum, Wr. Wb

Saya Triananda Laksmitaningwang Mahasiswi Program Studi Akuntansi,
Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Saat ini saya sedang
melakukan penyusunan tugas akhir dengan judul penelitian, “Pengaruh
Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Norma
Subjektif, dan Kontrol Perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor”

Besar harapan saya selaku peneliti atas kesediaan Bapak/lbu/Saudara/i
untuk meluangkan waktunya mengisi kuesioner penelitian ini. Seluruh informasi
yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penyelesaian tugas akhir,
sehingga kerahasiaan identitas maupun jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i akan terjamin

dan terjaga sepenuhnya oleh peneliti.

Atas kesediaan waktu dan perhatian Bapak/lbu/Saudara/i saya ucapkan

terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb
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Bagian I. Karakteristik Responden

1. Nama
2. Jenis Kelamin

3. Usia

4. Pendidikan Terakhir

5. Status Pekerjaan

OoOooooOoo ooo oo oo

6. Kartu SIM anda masih aktif? :

[]

...................................... (Boleh inisial)
Laki-laki |:| Perempuan
18-25tahun [ ] 26-35 tahun
36-45 tahun [ ]> 45 tahun
SD [ ] b1/D2/D3
SMP [] su/s2rs3
SMA/SMK

Pelajar/Mahasiswa
Karyawan BUMN
Karyawan swasta
Wiraswasta

Pegawai Negeri Sipil (PNS)
TNI/POLRI

Petani

Pedagang

Lainnya...

YA [ ]TipAK
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Skala likert yang digunakan untuk penilaian

1 2 3 4 5
Sangat Tidak Setuju | Cukup Setuju | Setuju | Sangat Setuju
Tidak Setuju (TS) (CS) (S) (SS)
(STS)
Bagian Il. Item Pernyataan
1. Kepatuhan Wajib Pajak
No. Pernyataan STS|TS|CS| S | SS
1 2 3 4 5

berlaku

1 | Saya selalu memenuhi kewajiban
membayar pajak kendaraan

bermotor sesuai ketentuan yang

bermotor

2 | Saya tidak memiliki tunggakan

pembayaran pajak kendaraan

bermotor

3 | Saya selalu tepat waktu dalam

membayar pajak kendaraan

kendaraan bermotor

4 | Saya selalu melengkapi dokumen

persyaratan pembayaran pajak

kendaraan bermotor

5 | Saya selalu ingat tanggal jatuh

tempo pembayaran pajak
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Saya tidak pernah melanggar
peraturan pajak kendaraan

bermotor yang sudah ditetapkan

Sumber: (Wardani & Asis, 2017)

2. Religiusitas

No.

Pernyataan

STS

TS

CS

SS

Saya memiliki keyakinan bahwa
agama adalah sumber dari segala

sumber hukum

Agama sangat penting untuk
pedoman saya dalam menjalankan

kehidupan sehari-hari

Saya meyakini bahwa seseorang
yang taat pada perintah agama
maka akan taat juga pada perintah

negara

Saya aktif dalam kegiatan

keagamaan

Saya memahami bahwa agama
mengajarkan Kita untuk selalu
melaksanakan kewajiban dan
salah satu kewajiban terhadap
negara adalah dengan membayar

pajak

Sumber: (Gultom & Oktris, 2022)
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3. Kesadaran Wajib Pajak

No.

Pernyataan

STS

TS

CS

SS

Saya mengetahui dan menyadari
bahwa pajak diatur dalam undang-

undang

Saya menyadari bahwa
ketidakpatuhan membayar pajak
dapat membuat kerugian negara
dan berdampak terhadap

pendapatan negara

Saya menyadari bahwa membayar
pajak merupakan salah satu
bentuk tanggung jawab saya

sebagai warga negara yang baik

Saya memiliki kesadaran untuk
mendaftarkan diri sebagai wajib
pajak, menghitung pajak,
membayar pajak, dan melaporkan
pajak dengan sukarela atau tanpa

paksaan pihak lain

Sumber: (Setiawan & Yanti, 2024)

4. Pengetahuan Pajak

No.

Pernyataan

STS

TS

CS

SS

Saya mengetahui bahwa pajak

berfungsi untuk membiayai
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No.

Pernyataan

STS

TS

CS

SS

pengeluaran rutin negara seperti

pembangunan negara

Saya memahami prosedur
pembayaran pajak kendaraan

bermotor

Saya mengetahui bahwa wajib
pajak yang terlambat membayar
atau melapor pajak dapat

diberikan sanksi administrasi

Saya dapat membayarkan pajak
kendaraan bermotor di Kantor

Samsat

Sumber: (Wardani & Asis, 2017)

5. Sanksi Pajak

No.

Pernyataan

STS

TS

CS

SS

Wajib pajak yang terbukti

melanggar harus dikenakan sanksi

tegas

Sanksi pajak harus dijalankan
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan pajak yang

berlaku
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3 | Sanksi pajak sangat dibutuhkan
untuk menciptakan kedisiplinan
dalam kewajiban membayar pajak

4 | Pemberian sanksi yang berat

dapat membuat pelaku

pelanggaran menjadi jera

Sumber: (Marampa & Febriani, 2024)

6. Norma Subjektif

No.

Pernyataan

STS

TS

CS

SS

Keluarga mendorong saya untuk
mematuhi ketentuan pajak yang

berlaku

Teman atau rekan kerja
mendorong saya untuk mematuhi

ketentuan pajak yang berlaku

Konsultan pajak mendorong saya
untuk mematuhi ketentuan pajak

yang berlaku

Petugas pajak mendorong saya
untuk mematuhi ketentuan pajak

yang berlaku

Informasi dari media cetak/media
elektronik maupun media sosial

memengaruhi saya untuk
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mematuhi ketentuan pajak yang

berlaku

Sumber: (Dharmawan & Adi, 2021)

7. Kontrol Perilaku

No.

Pernyataan

STS

TS

CS

SS

Saya mampu mempersiapkan
dokumen terkait pajak dengan
teratur karena kemungkinan akan
diperiksa oleh fiskus (petugas

pajak)

Saya memilih untuk mentaati
ketentuan pajak yang berlaku
karena kemungkinan akan
ditangkap oleh fiskus (petugas
pajak)

Saya memilih untuk tidak
terlambat membayar atau melapor
pajak karena kemungkinan akan

dikenai sanksi administrasi

Saya memilih untuk tidak
melakukan pelanggaran berat
karena kemungkinan akan dikenai

sanksi yang berat

Sumber: (Anugrah & Fitriandi, 2022)
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Lampiran 2 Data Tabulasi Responden Penelitian

TOTAL X1

25
19
23
20
20
25
22
22
23
21

22
25
19
24
20
23
25
21

22
22
20
24
15
25
20
24
20
24
22
25
20
19
25
22
20
23
21

X15

X1.4

X1.3

X1.2

X11

No.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
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TOTAL X1

15
16
20
20
22
15
22
25
20
23
25
19
20
21

20
25
21

21

20

14
25
21

20
25
23
20
21

25
24
20
20
22
25
20
20
24
20
25

X15

X1.4

X1.3

X1.2

X11

No.

38
39
40
41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
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TOTAL X1

20
20
20
20
20
25
20
20
23
20
25
20
18
20
22
20
23
20
20
20
20
22
20
20
20
20
20

X15

X1.4

X1.3

X1.2

X11

No.

76
77
78
79
80
81

82

83
84

85

86
87

88
89
90
91

92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
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TOTAL X2

19
19
18
16
13
20
20
19
20
20
19
19
18
16
14
16
16
13
17
16
17
18
13
20
16
20
15
14
16
20
14
16
20
17
14
16
19
20

X2.4

X2.3

X2.2

X2.1

No.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
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TOTAL X2

13
15
16
18
12
20
17
15
18
15
13
16
16
16
16
18
19
18
15
20
17
18
20
16
18
14
20
19
18
16
12
19
20
16
20
15
19
18

X2.4

X2.3

X2.2

X2.1

No.

39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
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TOTAL X2

18
15
16
19
20
18
16
17
18
16
15
10
20
19
16
16
17
19
14
19
16
16
15
16
16
16

X2.4

X2.3

X2.2

X2.1

No.

77
78
79
80
81

82

83
84

85

86
87

88
89
90
91

92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
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TOTAL X3
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TOTAL X3
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TOTAL X6
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Lampiran 3 Hasil Analisis Penilaian Responden Terhadap Variabel
Penelitian

Indicators

Name
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Lampiran 4 Hasil Uji Evaluasi Model

(1) Sebelum penghapusan indikator

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6

AN - - 4
0,620 0721 0768 0.708 557 0755
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Lampiran 5 Hasil Uji Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

B SmartPLS4 - [m] X

artPLS  Export  Theme:

Edit a fi Compare

PLS-SEM algo Outer loadings - List Copy to B

~ Graphical Outer loadings
aphical output X1.1 «- RELIGIUSITAS (X1)
~ Final results X12 <- RELIGIUSITAS (X1)
) Path coeffic X13 <- RELIGIUSITAS (X1)
X1.4 <- RELIGIUSITAS (X1)
X15 <- RELIGIUSITAS (X1)
X2.1 < KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)
X2.2 < KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)
X2.3 <- KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)
X2.4 < KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)
X3.1 <- PENGETAHUAN PAJAK (X3)
Latent variables X32 <- PENGETAHUAN PAJAK (X3)
X33 <- PENGETAHUAN PAJAK (X3)
X34 <- PENGETAHUAN PAJAK (X3)
X4.1 <- SANKSI PAJAK (X4)
X42 <- SANKSI PAJAK (X4)
~ Quality eriteria X43 <- SANKSI PAJAK (X4)
X4.4 <- SANKSI PAJAK (X4)

Residu:
Conditional direct effects

Conditional indirect effe

SmanPLs 4

martPLS  Export  Themes

® | J

Edit HTML ta fi Compare

PLS-SEM algorithm Outer loadings - List

~ Graphical Outer loadings
EEIE X5.1 <- NORMA SUBJEKTIF (X5)
X5.2 <- NORMA SUBJEKTIF (X5)
L Ceibezz X5.3 <- NORMA SUBJEKTIF (X5)
X5.4 <- NORMA SUBJEKTIF (X5)
X5.5 <- NORMA SUBJEKTIF (X5)
X6.1 <- KONTROL PERILAKU (X6)
X6.2 <- KONTROL PERILAKU (X6)
X6.3 <- KONTROL PERILAKU (X6)
X6.4 <- KONTROL PERILAKU (X6)
Y1 <- KEPATUHAN WAJIB PAJAK (¥)
Y2 <- KEPATUHAN WAJIB PAJAK (¥)
Conditional direct effects ¥3 <- KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)
Conditional indirect eff Y4 <- KEPATUHAN WAJIB PAJAK (¥)
~ Quality criteria Y5 <- KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)
quare Y6 <- KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

~ Final results

uare

SmartPLS

Hasil Outer Loadings (1)
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57 SmantPLs4 - o x

SmartPLS Export Th

Edit c a file Compare

PLS-SEM algorithm Quter loadings - List

~ Graphical Quter loadings

Graphical output X1.1 <- RELIGIUSITAS (X1)

X1.2 <- RELIGIUSITAS (X1)

X1.3 =- RELIGIUSITAS (X1)

X1.5 <- RELIGIUSITAS (X1)

X2.1 <- KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)
X2.2 <- KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)
X2.4 <- KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)
X3.1 <- PENGETAHUAN PAJAK (X3)
X3.2 <- PENGETAHUAN PAJAK (X3)
X3.3 <- PENGETAHUAN PAJAK (X3)
X3.4 <- PENGETAHUAN PAJAK (X3)
X4.1 <- SANKSI PAJAK (X4)

X4.2 <- SANKSI PAJAK (X4)

X4.3 <- SANKSI PAJAK (X4)

X4.4 <- SANKSI PAJAK (X4)

~ Final results

SmartPLS

57 SmantPLs 4

smartPls  Export  Th
. o
. -
Edit a file Compare

PLS-SEM algorithm Outer loadings - List

~ Graphical

Outer loadings

Graphical output

X5.1 <- NORMA SUBJEKTIF (X5)
X5.2 <- NORMA SUBJEKTIF (X5)
X5.3 <- NORMA SUBJEKTIF (X5)
X5.5 <- NORMA SUBJEKTIF (X5)
X6.1 <- KONTROL PERILAKU (X6)
X6.2 <- KONTROL PERILAKU (X6)
X6.3 <- KONTROL PERILAKU (X6)
X6.4 <- KONTROL PERILAKU (X6)
Y2 <- KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)
Y3 <- KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)
B Y4 <- KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)
» Resqua Y6 <- KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

~ Final results

» Path coeffi

| indirect

SmartPLS

Hasil Outer Loadings (2)
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57 SmantPLs4

PLS  Export

Edit

PLS-SEM algorithm

~ Graphical
raphical output

~ Final results

SmartPLS4

PLS  Export

Edit

PLS-SEM algorithm
~ Graphical
Graphical output

~ Final results

b f-sauare

martPLS

Therr

Therr

Compare
QOuter loadings - List Copy t

Outer loadings

X1.1 <- RELIGIUSITAS (X1)

X1.2 <- RELIGIUSITAS (X1)

X1.3 <- RELIGIUSITAS (X1)

X1.5 <- RELIGIUSITAS (X1)

X2.1 <- KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)
X2.2 <- KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)
X2.4 <- KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)
X3.1 <- PENGETAHUAN PAJAK (X3)
X3.2 <- PENGETAHUAN PAJAK (X3)
X3.3 <- PENGETAHUAN PAJAK (X3)
X3.4 <- PENGETAHUAN PAJAK (X3)
X4.1 <- SANKSI PAJAK (X4)

X4.2 <- SANKSI PAJAK (X4)

X4.3 <- SANKSI PAJAK (X4)

X4.4 <- SANKSI PAJAK (X4)

Compare

Outer loadings - List

Outer loadings

X5.1 <- NORMA SUBJEKTIF (X5)
X5.2 <- NORMA SUBJEKTIF (X5)
X5.3 <- NORMA SUBJEKTIF (X5)
X6.1 <- KONTROL PERILAKU (X6)
X6.2 <- KONTROL PERILAKU (X6)
X6.3 <- KONTROL PERILAKU (X6)
X6.4 <- KONTROL PERILAKU (X6)

Y2 <- KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)
Y3 <- KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)
Y4 <- KEPATUHAN WAIJIB PAJAK (Y)
Y6 <- KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Hasil Outer Loadings (3)

130



7 SmartPLS 4
Export  Ther

Edit a file Compare

PLS-SEM algorithm Construct rel ty and validity - Overview

s alpha
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ()

KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)

KONTROL PERILAKU (X6)

NORMA SUBJEKTIF (X5)

PENGETAHUAN PAJAK (03)

RELIGIUSITAS (X1)

SANKS| PAJAK (X4)

- Con:

O overview

) - Bar chart

Bar chart

B SmartPLS4

Export  Ther

Edit a file Compare

PLS-SEM algorithm Discriminant validity - Fornell-Larcker criterion Copy to Excel/Word  Copy to R

el « KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y) KESADARAN WAJIB PAJAK (X2) « KONTROL PERILAKU (X6)

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y) 0761

KESADARAN WAJIE PAJAK (X2) 05

KONTROL PERILAKU (X6) 0428 0802
NORMA SUBJEKTIF (X5) 0400 3 0567
PENGETAHUAN PAJAK (X3) 04 0601
RELIGIUSITAS (X1) 0 3 055

» Latent variabl

SANKSI PAJAK (X4)

trait-monotrait ratio (HTMT) - Bar

Fornell-Larcker Criterion
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57 SmantPLs4

Export  Ther

a file Compare

Edit

PLS-SEM algorithm minant validity - Fornell-Larcker criterion Copy to Ex

+ NORMA SUBJEKTIF (X5) PENGETAHUAN PAJAI RELIGIUSITAS (X1)

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)
KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)
KONTROL PERILAKU (X6)
NORMA SUBJEKTIF (XS5)
PENGETAHUAN PAJAK (X3)
RELIGIUSITAS (X1)

SANKSI PAJAK (X4)

O rait-monotrait ratio (HTM
O Heterotrait-monotrait ratio (HTM
(@] strait-monotrait ratio (HTMT) - Bar

O Fomnell-Larcker criterion

)

57 SmanPls4

ort Themes

Edit Compare

PLS-SEM algorithm ninant validity -

KEPATUHAN WAJIE PAIAK (V) NORMASUBJEKTIF (X5) SANKSI PAJAK

onditional indirect effects

~ Quality criteria

¥ Construct reliability and validity

* Discriminant valid

(@] trait-monotrait ratio (HTMT) trix

O Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) - List
O Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) - Bar
O Fomell-Larck

SmartPLS

Cross Loadings
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Lampiran 6 Hasil Uji Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

B SmartPLS4 - [m] X

artPlS  Export  Themes
Edit HTML file Compare

PLS-SEM algorithm R-square - Overview Copy

R-square R-square adjusted

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y) 0.294

Hasil Uji R-Square (R?)
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B SmartPLS4

Lampiran 7 Hasil Pengujian Hipotesis

Export

Edit

Bootstrapping
~ Graphical
raphical output
~ Final results

~ Path coefficients

Therr

O Mean, STDEV, T

O Confidence int

O Confidence int

Conditional d

Conditional in

~ Quality criteria
re

SmartPLS

B SmanPLS4

ect effects

%]

HTML

Compare

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values

Original sample (0) Sample mean (M)

KESADARAN WAJIB PAIAK (X2) > KEPATUHAN WAJIB PAIAK (1) 0416
KONTROL PERILAKU (X6) - > KEPATUHAN WAJIB PAIAK (¥}

NORMA SUBJEKTIF (X5 - > KEP ATUHAN WAJIE PAIAK 1)
PENGETAHUAN PAJAK X3) - KEPATUHAN WAJIE PAIAK (Y}
RELIGIUSITAS (XT) -» KEPATUHAN WAIIE PAIAK ()

SANKS! PAJAK DX4) -» KEPATUHAN WAJIE PAJAK (¥)

Copy

Standard deviation (STDEV)

Themes

Edit

Bootstrapping

~ Graphical
raphical output

~ Final results

= Path coefficients

O Mean, STDEV, T
O Confidence int
O Confidence int

Intes

HTML Compare

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values

Standard deviation (STDEV)

KESAD ARAN WAJIB PAJAK (X2) -> KEPATUHAN WANIB PAJAK (Y)
KONTROL PERILAKU (X6) -> KEPATUHAN WAJIE PAJAK (¥)
NORMA SUBJEKTIF (X5) -> KEPATUHAN WAJIB PAJAK (¥)
PENGETAHUAN PAJAK (3G) -+ KEPATUHAN WAJNE PAJAK (Y)

RELIGIUSITAS X1) - KEPATUHAN WAJIB PAJAK ()

SANKSI PAJAK (X4) -> KEPATUHAN WAJIE PAJAK (1)

Hasil Uji Path Coefficient
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Copy

s (JO/STDEV|)

0.106

Copy

P values
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